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PEDOMAN TRANSLITERASI  

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر
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 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ؼ

 Qaf q ki ؽ

 Kaf k ka ؾ

 Lam l el ؿ

 Mim m em ـ

 Nun n en ف

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah „ apostrof ء
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 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ...

Contoh: 

 kataba  كَتَبََ -
 fa`ala  فػَعَلََ -
 suila  سُئِلََ -
 kaifa  كَيْفََ -
 haula حَوْؿََ -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
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Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَؿََ -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلََ -

 yaqūlu  يػَقُوْؿَُ -
D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَاؿَِلََضَةَُاوَْرََ -   rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيػْنَةَُالْمُنػَوَّرَةَُ -

 ṭalḥah   طلَْحَةَْ -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نػَزَّؿََ -
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 al-birr  البِرَ -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلَُ -

 al-qalamu الْقَلَمَُ -

 asy-syamsu الشَّمْسَُ -

ؿَُالَْْلََ -  al-jalālu 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta‟khużu تََْخُذَُ -

 syai‟un شَيئٌَ -

 an-nau‟u النػَّوْءَُ -

 inna إِفََّ -
H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tesebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 
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رَُالرَّازقِِيَََْلَهُوَ وََإِفََّاللهََ - خَيػْ   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمَِاِللهَمََْراَهَاَوََمُرْسَاهَا -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

َالْعَالَمِيََْ -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْْمَْدَُلِلهَرَبِّ

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحْْنَِالرَّحِيْمَِ -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهَُغَفُوْرٌَرَحِيْمٌَ -

عًالَُلِلَِّا - يػْ مُوْرَُجََِ   Lillāhi al-umūru jamī`an/Lillāhil-umūru jamī`an 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

 

 



 

xii 

 

KATA PENGANTAR 

Segala puji kepada illahirabbi tuhan semesta alam Allah SWT. 

Alhamdulillahirabbil‟alamin, atas segala nikmat, rahmat, dan kekuatan yang telah 

diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat 

dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad 

SAW, beserta keluarga, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. 

Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Penyediaan Perlengkapan Jalan 

Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Pada Jalan Kalimantan Kabupaten Cilacap 

Perspektif Maṣlaḥaḥ (Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 

Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap)”. Penulis 

menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, 

bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan 

tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof K.H 

Saifuddin Zuhri beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu. 

2. Dr. H. Supani, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof 

K.H Saifuddin Zuhri. 

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri. 

4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri. 



 

xiii 

 

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M,Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri 

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Prof K.H Saifuddin Zuhri. 

7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator prodi Hukum Tata Negara Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto sekaligus dosen yang telah memberikan arahan dan membimbing 

mahasiswa Hukum Tata Negara. 

9. Agus Setiawan, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang 

sudah memberikan arahan, kritikan serta saran yang membangun dalam cara 

berfikir, terimakasih juga atas kesabaran dalam membimbing sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. 

10. Segenap Dosen Civitas Akademika dan Staf Administrasi Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang 

mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan 

banyak ilmu pengetahuan yang sangat berarti. 

11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sardjono dan Ibu Rochyatun yang senantiasa 

memberikan doa, motivasi dan dukungan secra fisik, materi dan kasih sayang 

kepada penulis. 



 

xiv 

 

12. Kakak-kakakku yang selalu saya banggakan, Mas Maskur, Mba Umi, Mas 

Imam dan Mba Bekti serta kepada keluarga besar penulis yang turut 

mendoakan dan memberikan semangat serta energy positif kepada penulis. 

13. Sahabat-sahabatku mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 21 yang tidak 

bisa saya sebutkan satu per-satu. Terimakasih sudah berproses bersama sejak 

awal kuliah hingga saat penyusunan skripsi ini dan semoga persahabatan kita 

tidak akan pernah terputus. 

14. Teman seperjuangan dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 

Cabang Purwokerto yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang 

berharga dalam hidup penulis. 

15. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah 

terlibat dan turut support kepada penulis dalam proses penyususnan skripsi. 

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga tercatat 

sebagai amal ibadah. Saya menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 

memohon maaf atas kekurangannya. Semoga karya ini bermanfaat bagi saya dan 

para pembaca. 

 

Purwokerto, 10 Juli 2025 

Saya yang menyatakan, 

 

 

 

 

 



 

xv 

 

“KEBIJAKAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN BAGI 

PENYANDANG DISABILITAS FISIK PADA JALAN KALIMANTAN 

KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF MAṢLAḤAḤ 

(Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap)” 

 

Fabilla Prihastomo 

NIM 214110303076 

 

ABSTRAK 

Permasalahan aksesibilitas ruang publik bagi penyandang disabilitas masih 

menjadi tantangan dalam penyelenggaraan kebijakan daerah, termasuk di 

Kabupaten Cilacap. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya 

penyediaan alat perlengkapan jalan yang ramah disabilitas di Jalan Kalimantan, 

yang merupakan salah satu koridor vital aktivitas masyarakat. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penyediaan 

perlengkapan jalan bagi penyandang disabilitas fisik dalam perspektif hukum 

Islam, khususnya melalui pendekatan Maṣlaḥaḥ, serta menilai kesesuaiannya 

dengan prinsip hukum administrasi negara dan asas aksesibilitas. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Data primer 

diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap pihak Dinas 

Perhubungan, Bagian Hukum Sekda Cilacap, serta komunitas disabilitas. Data 

sekunder diperoleh dari literatur, dokumen hukum, dan regulasi teknis. Analisis 

dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan teoritik kebijakan publik, 

hukum administrasi negara, dan hukum Islam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas jalan seperti ramp, guiding 

block, dan marka aksesibilitas belum tersedia sesuai standar. Implementasi Perda 

No. 6 Tahun 2018 belum berjalan efektif, meskipun secara normatif telah memuat 

ketentuan aksesibilitas. Kesenjangan antara peraturan dan praktik mengakibatkan 

terabaikannya asas kemaslahatan dan hak dasar penyandang disabilitas. Penelitian 

ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi 

kelompok disabilitas dalam perencanaan kebijakan publik yang lebih inklusif. 

 

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Perda, Disabilitas Fisik, Aksesibilitas, Maṣlaḥaḥ. 
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MOTTO 

 

Justitiae non est neganda, non differenda 

(keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam sebuah negara terdapat pemerintahan sebagai mesin dari sebuah 

negara. Dalam pemerintahan yang berfungsi sebagai lingkungan jabatan 

merupakan alat-alat kelengkapan negara diantaranya seperti jabatan eksekutif, 

yudikatif, legislatif maupun jabatan suprastruktur lainnya.
1
 Jadi pemerintahan 

tidak dapat disama artikan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif saja 

melainkan menaungi legislatif serta yudikatif dalam satu kesatuan. Oleh sebab 

itu sistem pemerintahan ialah mengatur mengenai distribusi kewenangan, 

hingga keterkaitan antar lembaga-lembaga negara dalam rangka 

menyelenggarakan menciptakan kesejahteraan rakyatnya. 

Distribusi kewenangan yang digunakan di negara Indonesia terkait hal 

hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan distribusi 

kewenangan yang bersifat vertikal sebagaimana yang telah tercatat dalam 

Pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi, 

dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang 

diatur dengan Undang-Undang”.
2
 

 

Berbicara mengenai kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, Undang-Undang telah mengatur dan tertulis pada Pasal 18 A ayat 1 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hasil dari penerapan 

                                                 
1
 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Dearah (yogyakarta: FH UII, 2001). 

2
 Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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desentralisasi adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Berdasarkan pada 

asas tersebut baik dari pemerintah pusat memberikan kekuasaan kewenangan 

kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk dapat mengurus urusan 

pemerintahannya sendiri, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, 

keamanan, yustisi, agama, moneter, dan fiskal, wewenang ini tetap dimiliki 

oleh pemerintah pusat
3
. 

Selanjutnya berdasarkan konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945 

guna menunjang diselenggarakannya otonomi sepenuhnya, seperti yang 

ditunjukkan oleh Pasal 2 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 

menjadi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota, dan Pasal 3 

menyatakan bahwa masing-masing daerah memiliki pemerintahan daerah 

sendiri. 

Dalam Ketentuan Umum UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan pengertian 

pemerintahan daerah yakni : 

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”.
4
 

 

Berdasarkan hal tersebut, pemerintahan daerah diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara yang berwenang dalam 

                                                 
3

 Rika Marlina, “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di 

Indonesia,” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 171–178 , 

https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631. 
4
 Bab I Ketentuan Umum No 2 “Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah,” Pub. L. No. 23 (2014). 
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pelaksanaan urusan daerah otonom. 

Berbicara tentang hubungan vertikal pemerintah pusat dan daerah 

sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan tersebut terbagi 

atas 3 jenis yaitu urusan pemerintah bersifat absolut, Konkuren, dan Umum.
5
 

Selanjutnya, Pasal 9 Ayat 3 menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren 

adalah urusan pemerintahan dimana kewenangannya dibagi antara pemerintah 

provinsi, kabupaten/kota, dan pusat. 

Berbicara mengenai pelaksanaan otonomi, maka berbicara juga tentang 

kebijakan publik. Pernyataan Thomas R Dye yang dikutip oleh Kismartini 

dalam Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian, mendefinisikan kebijakan 

publik “whatever governments choose to do or not to do”. Pernyataan tersebut 

memiliki arti, apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau 

tidak dilaksanakan
6
. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan untuk 

melaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah maka harus bisa 

diketahui tujuan dan manfaatnya. 

Mengacu pembahasan terhadap konsep kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintahan tentu berkiblat pada tujuan kemaslahatan. Salah satu wilayah 

yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Kabupaten 

Cilacap dan berstatus sebagai daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai 

                                                 
5
 Pasal 9 ayat 1 Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 

6
 Kismartini and Irfan Murtadho Yusuf, Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian, 

Tangsel: FSH UIN Jakarta (yogyakarta: Deepublish, 2023) Hlm 11. 
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daerah otonom, Kabupaten Cilacap memiliki hak, wewenang, dan kewajiban 

untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap tentunya telah 

mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan infrastruktur 

di berbagai bidang. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih 

belum sepenuhnya mengakomodir seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi 

penyandang disabilitas yang hingga kini masih menjadi kelompok 

termarjinalkan dalam hal aksesibilitas terhadap fasilitas publik. Terkait hal 

tersebut perlu disoroti dalam rangka pemenuhan hak aksesibilitas maka 

Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap wajib mengeluarkan kebijakan yang 

memberikan keselamatan dan kenyamanan untuk masyarakat terutama 

penyandang disabilitas dalam menggunakan ruang jalan umum, oleh karena 

itu perlu adanya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan ramah disabilitas, 

sehingga rasa aman tercipta bagi masyarakat penyandang disabilitas ketika 

menggunakan fasilitas jalan umum. 

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 

2019, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 9 % atau 

sekitar 23,3 juta jiwa yang mencakup berbagai jenis disabilitas, baik fisik, 

sensorik, mental, maupun intelektual. Hingga saat ini belum terdapat data 

resmi terbaru dari Susenas terkait jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. 

Angka tersebut mencerminkan bahwa isu disabilitas merupakan persoalan 
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nasional yang harus direspon melalui kebijakan yang adil dan inklusif di 

semua tingkatan, termasuk pemerintah daerah. Di sisi lain, data tercatat dalam 

website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap data 

terakhir bulan Juli 2024 penyandang disabilitas mencapai 3.205 jiwa
7
, angka 

tersebut juga menunjukan pentingnya isu disabilitas di Kabupaten Cilacap, 

namun upaya pemenuhan hak-hak aksesibilitas di ruang publik masih minim. 

Hal ini dapat dilihat dari tidaknya tersedianya fasilitas perlengkapan jalan 

khusus disabilitas di Jalan Kalimantan, yang menjadi salah satu pusat 

mobilitas masyarakat. 

Alat perlengkapan jalan ramah disabilitas juga sangat penting untuk 

diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai pemangku 

kebijakan, sebab jumlah disabilitas di Kabupaten Cilacap tidaklah sedikit. 

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Cilacap seharusnya lebih optimal 

memperhatikan fasilitas berupa perlengkapan jalan ramah disabilitas 

sebagaimana telah diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap Pada Pasal 1 ayat 17 

disebutkan bahwa, 

“Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada 

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan 

tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan 

                                                 
7

cilacapkab.go.id, “Jumlah Penduduk Disabilitas Kabupaten Cilacap Tahun 2024 

(Semester 1),” opendata Kabupaten Cilacap, 2024, https://data.cilacapkab.go.id/dataset/8678bd15-

c9b0-430c-82ff-923246e91ae6/resource/ffa27253-49bc-4305-

b9b09bfa878dcd5f/download/jumlah-penduduk-disabilitas-kabupaten-cilacap-tahun-2024-

semester-1.xlsx. 
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kabel”.
8
 

 

Selanjutnya Pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No 6 

tahun 2018 menyebutkan setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum 

wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:  

a. Rambu lalu lintas; 

b. Marka jalan; 

c. Alat pengatur lalu lintas; 

d. Alat penerangan Jalan; 

e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan; 

f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan; 

g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan 

h. Fasilitas yang mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan baik di 

dalam maupun di luar jalan. 

Menurut Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 

Tahun 2018, poin g menyatakan bahwa setiap jalan harus memiliki alat 

perlengkapan jalan seperti fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan 

penyandang disabilitas. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah tersebut, 

perihal penyediaan alat perlengkapan jalan yang ramah disabilitas sangat 

berfungsi memberi hak kepada para penyandang disabilitas untuk tetap bisa 

menikmati infrastruktur dengan mudah dan aman. 

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 4 Peraturan Daerah 

Kabupaten Cilacap No 6 tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam hal penentuan 

                                                 
8
 Pasal 1 ayat 17 “Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan Di Kabupaten Cilacap,” Pub. L. No. 6 (2018). 
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lokasi, pengadaan alat, pemasangan alat dan pengawasan alat perlengkapan 

jalan dilakukan oleh Dinas terkait yakni Dinas Perhubungan. Dengan 

demikian, Dinas Perhubungan berperan sebagai pelaksana teknis utama dalam 

mewujudkan fasilitas jalan yang aman, tertib, dan inklusif, termasuk bagi 

penyandang disabilitas fisik. 

Selanjutnya, dalam Pasal 40 ayat 1 Perbup Cilacap No 46 Tahun 2023 

Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Daerah 

menyebutkan bahwa UPTD Penerangan Jalan Umum dan Perlengkapan Jalan 

Kelas A memiliki penugasan yakni melaksanakan tugas teknis operasional 

serta penunjang tertentu dinas bidang perlengkapan jalan.
9
 Ketentuan tersebut 

menunjukkan bahwa tanggung jawab teknis operasional terkait perlengkapan 

jalan tidak hanya berada di tingkat dinas secara umum, tetapi juga 

dilimpahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memiliki 

fungsi lebih khusus di lapangan. Dalam hal ini, UPTD Penerangan Jalan 

Umum dan Perlengkapan Jalan Kelas A bertugas melaksanakan penunjang 

teknis yang seharusnya termasuk pengadaan, pemasangan, dan perawatan 

fasilitas jalan, termasuk yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas fisik. 

Pengadaan alat perlengkapan jalan yang menunjang penyandang 

disabilitas harus diwujudkan untuk menjawab kebutuhan penciptaan 

kenyamanan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Salah satu bentuk upaya 

keberhasilan untuk pembangunan Kabupaten Cilacap adalah menciptakan kota 

                                                 
9

 Pasal 40 Ayat 1 “Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2023 Tentang 

Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Teknis 

Pelaksana Daerah Pada Dinas Dan Badan Daerah,” Pub. L. No. 46 (2023). 
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yang ramah terhadap penyandang disabilitas di ruang publik terkhusus jalan 

umum. Akan tetapi realita yang terjadi dan yang ditemui di lapangan masih 

terdapat jalan umum di Kabupaten Cilacap yang tidak ramah untuk disabilitas 

dan kurang terawat serta tidak digunakan untuk semestinya. Pemerintah 

Kabupaten Cilacap, melalui Dinas Perhubungan, tentunya harus memberikan 

perhatian dan mengambil tanggung jawab terhadap hal ini. 

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Sri 

Wahyuningsih Yulianti sebagai Ketua DPC Persatuan Penyandang Disabilitas 

Indonesia (PPDI) Kabupaten Cilacap bahwa kebutuhan akan sarana penunjang 

bagi penyandang disabilitas di berbagai ruas jalan sangat mendesak, terlebih 

pada area jalan yang menghubungkan langsung dengan fasilitas pelayanan 

publik. Beliau menegaskan bahwa minimnya fasilitas aksesibilitas telah 

menghambat mobilitas serta partisipasi aktif para penyandang disabilitas 

dalam kehidupan sosial dan administrasi publik.
10

 

Keterangan tersebut menguatkan temuan bahwa ketiadaan fasilitas 

perlengkapan jalan bagi disabilitas fisik di Jalan Kalimantan bukan hanya 

permasalahan teknis, melainkan bentuk ketidakadilan struktural dalam 

pemenuhan hak-hak warga negara, terutama bagi kelompok rentan.  

Jalan Kalimantan merupakan salah satu ruas jalan di Kabupaten Cilacap 

yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Jalan ini 

terletak di kawasan yang diisi oleh berbagai fasilitas publik penting seperti 

kantor pelayanan publik, sekolah, tempat ibadah, terminal bus hingga fasilitas 

                                                 
10

 Hasil Wawancara dengan Ketua DPC Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia 

(PPDI) Kabupaten Cilacap, Sri Wahyuningsih Yulianti pada Kamis 9 Januari 2025 
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perdagangan seperti pasar dan toko-toko besar, jalan tersebut juga menjadi 

akses menuju kawasan wisata pantai. Kondisi aktivitas lalu lintas di Jalan 

Kalimantan berlangsung sepanjang hari, baik oleh kendaraan bermotor 

maupun pejalan kaki. Kondisi ini menjadikan ruas jalan tersebut tidak hanya 

sebagai jalur transportasi biasa, tetapi juga sebagai ruang sosial publik yang 

aktif. Ruas Jalan Kalimantan di Kabupaten Cilacap yang memiliki panjang 

1640 meter
11

.  

 

Hasil pengamatan di lapangan Ruas jalan tersebut tidak tersedia sarana 

perlengkapan jalan untuk penyandang disabilitas fisik seperti ramp vertikal, 

Guiding Block, Dot Tactile Aluminium Cor, Portal S, Drop Zone, dan lain 

sebagainya serta masih banyak penggunaan pedestrian jalan yang tidak sesuai 

                                                 
11

 DPUPR Kabupaten Cilacap, “Data Jalan Sesuai SK No 620/346/17/Tahun 2023,” 

SIMBAJA : Sistem Informasi Manajemen Database Jalan dan Jembatan DPUPR Kabupaten 

Cilacap, accessed March 24, 2025, https://simbaja.cilacapkab.go.id/jalan2024/337. 

Gambar 1 Kondisi trotoar di Jalan Kalimantan, Kabupaten Cilacap 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025) 
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peruntukan salah satunya untuk berdagang, hal tersebut tentu menjadi hal yang 

mengganggu bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Cilacap.  

Lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No 1 Tahun 2020 

tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas tepatnya pada Pasal 2 huruf H 

yang menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang 

disabilitas harus berasaskan aksesibilitas.
12

 Maka dari itu penyandang 

disabilitas perlu akses mudah sehingga tercipta rasa nyaman dan aman dalam 

menggunakan fasilitas tersebut. 

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hukum-hukum Islam yang 

berasal dari Al-Qur'an dan Hadist, hukum Islam mengatur dan 

menyempurnakan semua aspek kehidupan. Hal tersebut disebabkan oleh suatu 

fakta bahwa salah satu tujuan dari hukum islam adalah untuk menciptakan 

kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Adapun cara untuk mengukur 

kemaslahatan tersebut adalah dengan menggunakan perspektif Maṣlaḥaḥ. 

Menurut beberapa pendapat, Maṣlaḥaḥ didefinisikan sebagai segala hal yang 

membawa kebaikan dan manfaat. Namun, menurut Al-Ghazali, definisi 

awalnya adalah mengambil kebaikan dan menolak kemudharatan. Oleh karena 

itu, Maṣlaḥaḥ diartikan secara bahasa sebagai kebaikan dan secara istilah 

sebagai menolak kemudharatan. Maṣlaḥaḥ berarti sikap seseorang 

meninggalkan sesuatu yang buruk maka akan mendapatkan kebaikan dan 

keuntungan dalam hidupnya. 

Tujuan Maṣlaḥaḥ adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. 

                                                 
12

 “Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan 

Penyandang Disabilitas,” Pub. L. No. 1 (2020). 
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Melihat problematika yang terjadi yakni tidak tersedianya fasilitas bagi 

penyandang disabilitas tentu menjadikan hal tersebut menimbulkan 

kemudharatan. Penyandang disabilitas tidak mampu mengakses hak mereka, 

sehingga pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus menyediakan 

kemanfaatan terhadap penyandang disabilitas. 

Dalam penelitian ini, sebagai pisau analisis, penulis menggunakan 

pendekatan Maṣlaḥaḥ. Perspektif ini dirasa tepat oleh penulis karena dalam 

menemukan jawaban terkait bagaimana kebijakan terkait penyediaan 

perlengkapan jalan bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Cilacap 

agar dapat menciptakan kemaslahatan. 

Dengan demikian berdasarkan ketiadaan fasilitas penunjang tersebut 

mencerminkan pengabaian terhadap aksesibilitas kelompok rentan di ruang 

publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana 

kebijakan daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan berpihak pada prinsip 

keadilan sosial dan kemaslahatan bersama. Berdasarkan persoalan tersebut, 

maka penulis tertarik untuk menjadikan sebuah penelitian yang berjudul 

“Kebijakan Penyediaan Perlengkapan Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Fisik 

Pada Jalan Kalimantan Kabupaten Cilacap Perspektif Maṣlaḥaḥ (Studi 

Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 

Perhubungan di Kabupaten Cilacap)” 

B.  Definisi Operasional  

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan mencegah kesalahpahaman 
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terkait istilah yang digunakan dalam penelitian berjudul “Kebijakan 

Penyediaan Perlengkapan Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Pada Jalan 

Kalimantan Kabupaten Cilacap Perspektif Maṣlaḥaḥ”. Oleh karena itu, 

penulis perlu menekankan judul dengan menjelaskan istilah-istilah yang 

dianggap penting dalam penelitian, yaitu: 

1. Kebijakan 

Secara istilah, policy atau kebijakan memiliki asal kata dari tiga 

bahasa, yakni bahasa Yunani, Sansekerta serta Latin. Polis dan pur adalah 

akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta, lalu diperluas kembali 

dalam kosakata Latin sehingga menjadi politia (negara). Selanjutnya 

dalam bahasa inggris pertengahan menjadi policie, yang berarti 

menyelesaikan berbagai masalah publik atau administrasi pemerintahan.
13

 

Kebijakan publik salah satunya berupa peraturan daerah. Sehubungan 

dengan hal tersebut, kebijakan dalam penelitian ini dibatasi dalam arti 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Perhubungan di Kabupaten Cilacap. 

2. Aksesibilitas 

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan 

kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 
14

 

Aksesibilitas dalam konteks penelitian ini merujuk pada kemudahan bagi 

penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan fasilitas publik secara 

                                                 
13

 William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedu (yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2003) Hlm 51. 
14

 Pasal 1 angka 8 “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas,” Pub. L. No. 8 (2016). 
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aman, nyaman, dan mandiri, khususnya pada infrastruktur jalan. 

Aksesibilitas menjadi prinsip penting dalam peraturan nasional UU No. 8 

Tahun 2016 maupun Perda No. 1 Tahun 2020 Kab. Cilacap sebagai bentuk 

pemenuhan hak dasar dan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas. 

3. Alat perlengkapan jalan 

Perlengkapan jalan umum adalah infrastruktur penunjang yang wajib 

ada pada setiap jalan umum. Alat perlengkapan jalan wajib menunjang 

penyandang disabilitas. Alat perlengkapan jalan untuk penyandang 

disabilitas diantaranya adalah Guiding Block, Dot Tactile Alumunium Cor, 

Portal S, Drop Zone, dan lain sebagainya.
15

 

Sehubungan dengan menciptakan kenyamanan dalam penggunaan 

fasilitas masyarakat penyandang disabilitas, maka dalam penelitian ini, 

penulis akan mengkaji kebijakan penyediaan perlengkapan jalan bagi 

penyandang disabilitas fisik pada Jalan Kalimantan Kabupaten Cilacap 

perspektif Maṣlaḥaḥ. 

4. Disabilitas 

Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 menyebutkan ragam 

klasifikasi disabilitas diantaranya, disabilitas fisik, intelektual, mental dan 

sensorik. Penulis membatasi topik ini pada penyandang disabilitas fisik, 

yakni orang yang mengalami keterbatasan fungsi gerak, seperti amputasi, 

lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, cerebral palsy, stroke, kusta, 

                                                 
15

 Futago Karya, “4 Fasilitas Penyandang Disabilitas Di Trotoar,” futagotrotoar.co.id, 

2020, https://futagotrotoar.co.id/artikel/fasilitas-penyandang-disabilitas-di-trotoar/ Diakses Pada 

12/11/2024. 
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dan orang kecil.
16

 

Dalam penelitian ini, fokus penulis akan mengkaji kebijakan 

penyediaan perlengkapan jalan bagi penyandang disabilitas fisik pada 

Jalan Kalimantan Kabupaten Cilacap perspektif Maṣlaḥaḥ. 

5. Jalan 

Jalan merupakan Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas 

umum.
17

 Dalam hal penelitian ini, penulis membatasi pandangan jalan 

hanya pada Jalan Kalimantan Kabupaten Cilacap. 

6. Maṣlaḥaḥ 

Maṣlaḥaḥ yang berarti menolak bahaya dan mendapatkan manfaat 

yang sebenarnya. Setiap kemaslahatan terkait dengan hal-hal baik dan 

manfaat, dan jika dilakukan dengan sebaik mungkin, mereka akan diberi 

pahala. Secara syariat, kemaslahatan, mafsadah, dan makruh dibagi 

menjadi tiga kategori: wajib, harus, dan mubah.
18

 

Dalam hal tersebut penulis menggunakan pandangan Maṣlaḥaḥ untuk 

melihat kebijakan penyediaan perlengkapan jalan bagi penyandang 

disabilitas fisik di Kabupaten Cilacap. 

                                                 
16

 Chika Riyanti and Nurliana Cipta Apsari, “Gambaran Aktualisasi Diri Penyandang 

Disabiitas Fisik Yang Bekerja,” Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 3, no. 1 (2020), 

https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28483. 
17

 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 

Perhubungan Di Kabupaten Cilacap. 
18

 Zulham Wahyudani, “Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maṣlaḥaḥ,” 

Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam 12, no. 1 (2020): 

halaman 48, https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508. 
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C.  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kebijakan penyediaan perlengkapan jalan dalam Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2018 bagi penyandang disabilitas fisik pada Jalan 

Kalimantan Kabupaten Cilacap? 

2. Bagaimana tinjauan Maṣlaḥaḥ mengenai kebijakan penyediaan 

perlengkapan jalan bagi penyandang disabilitas fisik pada Jalan 

Kalimantan Kabupaten Cilacap dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2018? 

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui kebijakan penyediaan perlengkapan jalan dalam 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 bagi penyandang disabilitas 

fisik pada Jalan Kalimantan Kabupaten Cilacap. 

b. Untuk mengetahui tinjauan Maṣlaḥaḥ mengenai kebijakan penyediaan 

perlengkapan jalan bagi penyandang disabilitas fisik pada Jalan 

Kalimantan Kabupaten Cilacap dalam Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2018. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi 

kontribusi dan kemanfaatan bagi ilmu hukum dalam konteks sistem 

ketatanegaraan, terutama tentang isu kebijakan penyediaan fasilitas 

jalan untuk penyandang disabilitas fisik. Penelitian ini juga bermanfaat 
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untuk memperkaya pengetahuan ilmiah dan meningkatkan diskusi 

akademis bagi mahasiswa, terutama bagi para akademisi lingkup 

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

b. Secara praktis  

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

dampak yang baik dan bisa dipergunakan sebagai referensi 

pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan untuk melakukan 

kajian mengenai kebijakan penyediaan perlengkapan jalan bagi 

penyandang disabilitas fisik pada masa yang akan datang. 

E.  Kajian Pustaka  

Kajian Pustaka merupakan suatu analisis terhadap hasil penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Beberapa 

penelitian sebelumnya yang bisa dijadikan referensi dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdurrohman dengan judul 

“Aksesibilitas Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Pada 

Transportasi Publik (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia Stasiun 

Yogyakarta Daop VI Kota Yogyakarta)” Tahun 2020. Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Peneliti 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada penelitian 

ini. Penelitian tersebut menyoroti ketersediaan sarana dan prasarana 

transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Hasilnya menunjukkan 
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bahwa Stasiun Yogyakarta telah menyediakan beberapa fasilitas fisik 

seperti guiding block dan ruang tunggu khusus, namun belum 

sepenuhnya ideal karena masih ditemukan hambatan dalam pelayanan 

non fisik seperti antrian tiket dan kepedulian petugas.
19

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmy Azy Nurmansyah dengan judul 

“Penggunaan Trotoar Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau dari 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan” Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari seberapa baik UU Lalu Lintas melindungi hak 

penyandang disabilitas di ruang publik, khususnya trotoar. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini menyoroti bahwa secara 

normatif terdapat perlindungan dalam peraturan perundang-undangan, 

implementasinya masih jauh dari ideal. Trotoar banyak disalahgunakan 

fungsinya, dan hal ini mencerminkan adanya pelanggaran hak pejalan 

kaki, khususnya kelompok disabilitas.
20

 

3. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Firda Silvia Pramashela dan 

Hadiyanto Abdul Rachim dengan judul “Aksesibilitas Pelayanan 

Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia” Tahun 2022. 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada analisis aksesibilitas 

                                                 
19

 Muhammad Abdurrohman, “Aksesibilitas Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas 

Fisik Pada Transportasi Publik (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia Stasiun Yogyakarta DAOP 

VI Kota Yogyakarta),” 2020, 169 Program Study Imu "Kesejahtraan Sosial. Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi. Universitas Islam Negri Yogyakarta tahun 2020 Diakses Pada 12/11/2024. 
20

 Hilmy Azy Nurmansyah, “Penggunaan Trotoar Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau 

Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” Jurist-

Diction 2, no. 6 (2019): 2157, https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15947. 
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pelayanan publik di sepuluh kota besar Indonesia. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar kota belum optimal dalam 

menyediakan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. 

Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dan hasilnya 

mengungkap bahwa aksesibilitas masih menjadi persoalan struktural 

yang belum tertangani secara menyeluruh.
21

 

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diambil beberapa perbedaan dan 

persamaan terhadap penelitian penulis, akan ditampilkan dalam tabel sebagai 

berikut: 

                                                 
21

 Firda Silvia Pramashela and Hadiyanto Abdul Rachim, “Aksesibilitas Pelayanan Publik 

Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 4, no. 2 (2022): 225, 

https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529. 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 Muhammad 

Abdurrohman 

(Skripsi 2020) 

“Aksesibilitas 

Dan Pelayanan 

Bagi Penyandang 

Disabilitas Fisik 

Pada Transportasi 

Publik (Studi 

Kasus PT. Kereta 

Api Indonesia 

Stasiun 

Yogyakarta 

DAOP VI Kota 

Yogyakarta) 

Penelitian tersebut 

memiliki 

kesamaan yakni 

karena sama-sama 

membahas 

minimnya 

penyediaan 

fasilitas 

aksesibilitas bagi 

disabilitas 

Penelitian ini 

menekankan pada 

kebijakan penyediaan 

perlengkapan jalan 

bagi penyandang 

disabilitas fisik yang 

ditinjau dari 

perspektif  

Maṣlaḥaḥ. Berbeda 

dengan penelitian 

Muhammad 

Abdurrohman yang 

menggunakan 

pendekatan 

kesejahteraan sosial 

dalam mengkaji 

aksesibilitas di 

Stasiun KAI 

Yogyakarta, 

penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan yuridis 

empiris dengan fokus 
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pada implementasi 

Perda No. 6 Tahun 

2018 di Kabupaten 

Cilacap. Selain itu, 

penelitian ini 

dianalisis 

menggunakan teori  

Maṣlaḥaḥ untuk 

menilai kemanfaatan 

hukum terhadap 

kelompok disabilitas 

dalam konteks 

pelayanan publik 

yang adil dan 

inklusif. 

2 Hilmy Azy 

Nurmansyah 

(Jurnal 2019) 

Penggunaan 

Trotoar Bagi 

Penyandang 

Disabilitas 

Ditinjau dari 

Undang-Undang 

No. 22 Tahun 

2009 Tentang 

Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan 

substansial, kedua 

penelitian sama-

sama menyoroti 

minimnya realisasi 

fasilitas umum 

yang inklusif bagi 

penyandang 

disabilitas, serta 

mengkritisi 

lemahnya 

implementasi 

norma hukum 

dalam praktiknya. 

Jurnal tersebut 

menggunakan 

pendekatan yuridis 

normatif dan 

menganalisis 

Undang-Undang, 

sementara penelitian 

ini menggunakan 

pendekatan yuridis 

empiris yang 

dilengkapi dengan 

data lapangan dan 

analisis Maṣlaḥaḥ 

3 Firda Silvia 

Pramashela 

dan Hadiyanto 

Abdul Rachim 

(Jurnal 2022) 

Aksesibilitas 

Pelayanan Publik 

Bagi Penyandang 

Disabilitas Di 

Indonesia 

Kesamaan 

penelitian terletak 

pada perhatian 

terhadap hambatan 

yang dialami 

penyandang 

disabilitas dalam 

mengakses 

pelayanan publik, 

serta pentingnya 

kebijakan inklusif 

di ruang sosial. 

Jurnal tersebut 

membahas 

aksesibilitas bagi 

penyandang 

disabilitas fisik saja 

sedangkan penelitian 

ini menekankan pada 

tinjauan perspektif 

Maṣlaḥaḥ 
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F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan disusun untuk memberikan kemudahan bagi 

pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis dalam skripsi ini 

membagi pembahasan menjadi 5 bab.  

BAB I, dalam bab ini disusun sebagai bahasan awal yang berisi mengenai 

kerangka dasar yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi 

operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika 

pembahasan.  

BAB II, dalam bab ini membahas konsep umum yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan dalam skripsi. Pembahasan membahas terkait teori 

umum seperti kebijakan publik, alat perlengkapan jalan, disabilitas fisik serta 

konsep umum Maṣlaḥaḥ. 

BAB III, Bab ini akan menguraikan metodologi penelitian, yang 

mencakup jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, serta metode 

dan teknik pengumpulan dan analisis data. 

BAB IV, dalam bab ini berisikan hasil penelitian mengenai kebijakan 

penyediaan perlengkapan jalan bagi penyandang disabilitas fisik pada Jalan 

Kalimantan Kabupaten Cilacap serta tinjauan Maṣlaḥaḥ mengenai kebijakan 

penyediaan perlengkapan jalan bagi penyandang disabilitas fisik pada Jalan 

Kalimantan Kabupaten Cilacap. 

BAB V, dalam bab ini merupakan bab terakhir dan merupakan penutup 

yang terdiri dari kesimpulan dan saran 



 

23 

 

BAB II  

KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK, ALAT PERLENGKAPAN 

JALAN, DISABILITAS FISIK DAN KONSEP UMUM 

MAṢLAḤAḤ 

A. Konsep Kebijakan Publik 

1. Definisi Kebijakan Publik 

Kebijakan publik atau dikenal dengan "Public Policy" adalah 

kekuatan negara untuk memenuhi tugas dan tugasnya dalam kaitannya 

dengan masyarakat dan kehidupan komersial. Pada dasarnya kebijakan 

pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat dari berbagai sudut 

pandang adalah kebijakan yang berorientasi pada kebaikan bersama 

(community). Kebijakan (policy) merupakan merupakan prinsip atau arah 

tindakan dalam pengambilan keputusan. Setiap perumusan kebijakan publik 

diawali dengan perumusan masalah yang teridentifikasi, kemudian tujuan 

pelaksanaan kebijakan tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan 

masyarakat. Bahkan seorang Pemimpin yang memberikan keputusan atau 

tidak memberikan keputusan pun adalah bentuk dari kebijakan publik.
22

 

Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan 

tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat, 

keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. 

Kebijakan publik penting karena keberadaannya sangat menentukan 
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 Maryam Salampessy et al., Kebijakan Publik, ed. Ukas, Cetakan I (Padang: CV.Gita 

Lentera, 2023) Hlm 2. 
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tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyaratan atau 

tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang 

dikehendaki. Hal yang menyebabkan menjadi krusial karena sebuah 

kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan 

isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan dan 

menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang dinginkan oleh 

pembuatnya.  

Riant Nugroho mendefinisikan kebijakan publik adalah keputusan 

yang dibuat oleh suatu negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan 

dari negara yang bersangkutan.  

Beberapa definisi yang diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan 

publik terungkap bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan 

pemerintah, pihak-pihak lain atau aktor kebijakan publik yang dapat 

mempengaruhi kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-

masing
23

 Alasan pemerintah sebagai subjek kebijakan karena ada tiga 

kewenangan yang dimilikinya yaitu : 

a. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk 

merealisasikan kebijakan publik secara universal kepada publik yang 

menjadi sasaran. 

b. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk 

merealisasikan atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat 

diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran. 
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 Irwansyah Irwansyah and Riant Nugroho, “Kondisi Ruang Siber Selama Pandemi 

Covid-19 Dan Upaya Mengembangkan Kebijakan Publik Di Indonesia,” Jurnal Analis Kebijakan 
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c. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk 

melaksaakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi 

sasaran. 

Berkaitan hal tersebut, dengan upaya pelaksanaan tata pemerintahan 

yang baik Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah merupakan salah satu unsur yang merefleksikan keinginan 

pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Berdasarkan hal tersebut Bupati dan Walikota tentunya memiliki 

kewajiban untuk membangun suatu prosedur dan mekanisme yang bisa 

melahirkan komitmen untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang 

sejahtera, adil dan demokrasi. Dalam hubungan ini, maka semua komponen, 

baik dalam supra struktur maupun infra struktur, harus bekerjasama dalam 

membangun daerah yang luas yang sekaligus menjadi dambaan seluruh 

rakyat Indonesia. 

Perda memiliki kekuatan hukum yang mengikat di wilayah 

administratif daerah bersangkutan dan merupakan pelaksanaan dari 

kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
24

 

Sebagai produk hukum daerah, Peraturan Daerah bukan hanya 

sekadar bentuk pengaturan administratif, melainkan merupakan manifestasi 

dari kebijakan publik daerah. Peraturan Daerah memiliki kekuatan hukum 
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 BAB I Ketentuan Umum Angka 12 Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
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rendah dibawah Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-

undangan 

Dalam pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011
25

 disebutkan 

bahwa, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden;  

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini, konsep kebijakan 

publik digunakan untuk menganalisis substansi dan efektivitas Perda No. 6 

Tahun 2018 sebagai instrumen penyediaan prelengkapan jalan bagi 

disabilitas fisik di Jalan Kalimantan Kabupaten Cilacap. 

2. Model Kebijakan 

Kebijakan publik yang efektif adalah kebijakan yang 

merepresentasikan harapan masyarakat, meski dengan berbagai macam 

kepentingan yang perlu diikut sertakan didalamnya. Oleh karena itu 

dibutuhkan beberapa tahapan yang harus dilakukan, menurut pandangan 

Ripley yang dikutip oleh Sholih Muadi pada tahun 2016 dalam Jurnal 
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 Pasal 7 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011). 
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Review Politik menjelaskan tahapan dalam kebijakan publik,
26

 yaitu 

Penetapan Agenda, Pengembangan dan legitimasi, Pelaksaan program, 

Evaluasi pelaksaan-kinerja-dampak, Keputusan tentang masa depan 

peraturan perundang-undangan dan program. 

Seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat, Ripley
27

 

mengelompokan kebijakan publik ke dalam empat tipe, yaitu: 

a. Tipe Kebijakan Distributif. 

Kebijakan Distributif adalah kebijakan publik yang bertujuan untuk 

memberikan manfaat kepada individu, kelompok, atau sektor tertentu 

tanpa mengharuskan adanya pengorbanan dari kelompok lain secara 

langsung. Fokus utama dari kebijakan ini adalah peningkatan 

kesejahteraan melalui dukungan pemerintah terhadap kegiatan produktif 

masyarakat, tanpa intervensi yang bersifat mengikat atau membatasi. 

Tipe kebijakan ini memiliki karakteristik diantaranya, cenderung bersifat 

tidak kontroversial karena manfaatnya spesifik dan tertuju pada sektor 

atau masyarakat tertentu, sehingga penekanannya pada pembangunan dan 

penguatan sumber daya oleh masyarakat. 

Kebijakan ini sering digunakan untuk merangsang pertumbuhan 

ekonomi, pemerataan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat 

melalui dukungan yang sifatnya teknis maupun finansial. Sebagaimana 

contoh diantaranya yakni kebijakan subsidi pupuk dan benih untuk 
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 Sholih Muadi, Ismail MH, and Ahmad Sofwani, “Konsep Dan Kajian Teori Perumusan 

Kebijakan Publik,” JRP (Jurnal Review Politik) 6, no. 2 (2016): 195–224, 

https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224. 
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 Sobirin Malian, Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum (yogyakarta: Kreasi Total 

Media, 2021) Hlm 69-70. 
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petani, serta program bantuan UMKM dalam bentuk pelatihan dan dana 

bergulir. 

b. Tipe Kebijakan Redistributif. 

Kebijakan Redistributif merupakan bentuk intervensi oleh 

pemerintah dengan tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk 

menciptakan pemerataan dan keadilan sosial dalam tatanan masyarakat. 

Namun, karena menyangkut pergeseran kepentingan antar kelas sosial, 

khususnya antara kelompok berpenghasilan tinggi dan kelompok 

berpenghasilan rendah. Kebijakan ini tidak jarang menimbulkan 

kontroversi. Ketegangan ini muncul karena pihak yang merasa dirugikan 

oleh kebijakan redistributif cenderung menolak adanya alokasi ulang 

tersebut. Meski demikian, kebijakan ini memiliki dampak struktural yang 

luas, karena menyasar ketimpangan yang bersifat sistemik dan 

berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan 

redistributif biasanya erat kaitannya dengan isu-isu kesejahteraan, 

keadilan, dan perlindungan sosial, seperti dalam kebijakan pajak 

progresif, subsidi sosial, atau jaminan kesehatan nasional. 

Kebijakan ini menjadi penting dalam negara kesejahteraan (welfare 

state) yang menekankan tanggung jawab negara untuk menjamin 

kebutuhan dasar seluruh warganya. 

c. Tipe Kebijakan Regulatif Protektif. 

Kebijakan Regulatif Protektif adalah kebijakan yang dibuat untuk 

melindungi keselamatan, kesehatan, hak, dan keamanan masyarakat. 
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Pemerintah menetapkan batasan dan standar tertentu yang harus dipatuhi 

oleh masyarakat atau pelaku kegiatan tertentu, khususnya dalam kondisi 

darurat atau ketika terdapat risiko besar terhadap publik. 

Kebijakan ini dirancang untuk mencegah atau meminimalkan 

potensi kerugian dan bahaya, terutama terhadap kelompok masyarakat 

rentan atau terhadap masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, 

kebijakan regulatif protektif sering kali diterapkan dalam situasi krisis 

atau kondisi darurat, seperti pada saat terjadi bencana alam, wabah 

penyakit, atau konflik sosial. Dalam implementasinya, kebijakan ini 

sangat bergantung pada penegakan hukum dan pemberian sanksi, guna 

memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan. 

Kebijakan ini berbasis pada prinsip kehati-hatian dan bertujuan untuk 

menjaga ketertiban dan kelangsungan hidup masyarakat secara 

menyeluruh. Pela kebijakan ini biasanya mengakomodi hak masyarakat 

untuk dilindungi seperti halnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 

Kabupaten Cilacap karena bertujuan menjaga keselamatan pengguna 

jalan. 

d. Tipe Kebijakan Regulatif Kompetitif. 

Kebijakan Regulatif Kompetitif merupakan kebijakan publik yang 

menyasar pada pengaturan pola persaingan dalam pasar atau segmen 

kompetitif lainnya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menjaga 

keseimbangan kekuatan ekonomi agar tidak terjadi dominasi yang 

merugikan oleh satu pihak atau kelompok tertentu, serta mencegah 
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praktik monopoli, oligopoli, dan bentuk ketimpangan pasar lainnya. 

Dalam praktiknya, kebijakan ini biasanya melibatkan lembaga pengawas 

yang bertugas menilai dan menindak pelanggaran atas prinsip persaingan 

yang sehat. 

Kebijakan regulatif kompetitif tidak hanya berfungsi sebagai 

pengendali pasar, tetapi juga sebagai pendorong inovasi, efisiensi, dan 

keberagaman pilihan bagi konsumen. Dengan menciptakan arena 

persaingan yang setara, masyarakat diharapkan dapat memperoleh 

manfaat dari munculnya produk atau layanan yang lebih berkualitas dan 

terjangkau. 

Untuk selanjutnya berdasarkan model kebijakan tersebut, Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Kabupaten Cilacap dikaji dengan model 

kebijakan regulatif protektif karena bertujuan menjaga keselamatan 

pengguna jalan melalui pengaturan teknis alat perlengkapan jalan. 

3. Faktor Tercapainya Kebijakan Publik 

Menurut seorang ilmuwan politik terkemuka asal Amerika Serikat 

bernama George C. Edward III dikutip oleh Yosep pada Jurnal Ilmiah 

Cakrawati bahwa dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan diperlukan berbagai unsur diantaranya, komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi.
28

 

a. Komunikasi 

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi 
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kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana 

kebijakan (policy implementors). Dimana komunikasi menjadi faktor 

yang penting dalam implementasi kebijakan agar apa yang telah 

disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam kebijakan tertentu 

dapat dijalankan dengan semestinya. Maka dari itu, komunikasi 

kebijakan perlu diterapkan agar tercapainya tujuan dalam suatu 

peraturan.  

Komunikasi yang baik akan memastikan pemahanan yang baik dan 

benar tentang suatu kebijakan dan dengan demikian implementasinya 

pun akan bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif. Ada 3 (tiga) 

indikator yang dapat dipakai mengukur keberhasilan variabel 

komunikasi: 

1) Transmisi  

Faktor pertama yaitu transmisi, sebelum pejabat dapat 

mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa 

suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya 

telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang 

langsung sebagaimana tampaknya, banyak sekali ditemukan 

keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau terjadi kesalahpahaman 

terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Ada beberapa 

hambatan yang timbul dalam mentransmisikan kebijakan yaitu 

pertentangan pendapat antara pelaksana perintah dengan perintah yang 

dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Sehingga perlu penyaluran 
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komunikasi yang baik dengan demikian menghasilkan suatu 

implementasi yang baik pula. 

2) Kejelasan 

Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan 

maka kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi 

yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan 

mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin 

bertentangan dengan makna sebenarnya. Maka kejelasan komunikasi 

dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik itu sangat 

penting. Komunikasi yang diterima oleh para implementor haruslah 

jelas dan tidak membingungkan, ketidakjealsan akan selalu 

menghalangi efektivitas implementasi. 

3) Konsistensi 

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka 

perintah-perintah pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan 

tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak 

akan memudahkan para pelaksana kebijakan melaksanakan tugsnya 

dengan baik. Kemudian perintah implementasi kebijakan yang tidak 

konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang 

sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan 

kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada 

ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat 

memungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-
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tujuan dari kebijakan. 

b. Sumber Daya 

Ketiadaan sumber daya tentu menghilangkan esensi implementasi 

kebijakan, oleh karena itu elemen sumber daya harus berjalan beriringan 

menopang kebijakan berjalan. Elemen tersebut diantaranya: 

1) Staf 

Staf pelaksana kebijakan publik harus tersedia dalam jumlah yang 

cukup dengan kompetensi memadai; 

2) Informasi  

Jenis informasi terdapat dua macam yakni informasi yang 

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dan informasi 

mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan 

regulasi pemerintah; 

3) Wewenang 

Wewenang adalah otoritas formal atau legitimasi bagi para 

pelaksana untuk memastikan keterukuran dan kepastian suatu 

implementasi dari aspek legal formal; 

4) Fasilitas 

Fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan harus 

ada untuk terwujudnya implementasi suatu kebijakan publik. 

c. Disposisi 

Disposisi merujuk pada sikap pelaksana yang seyogianya selaras 

dan mendukung substansi kebijakan publik. Dalam konteks ini, disposisi 
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tidak sekadar mencerminkan pemahaman terhadap tugas yang harus 

dijalankan, melainkan juga mencakup kapasitas dan kompetensi untuk 

merealisasikan kebijakan tersebut secara efektif. 

d. Struktur Birokrasi 

Upaya untuk meningkatkan kinerja struktur birokrasi atau 

organisasi dapat dilakukan melalui penerapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) serta strategi fragmentasi. Fragmentasi, dalam hal ini, 

dapat diwujudkan dengan mendistribusikan tanggung jawab atas 

berbagai kegiatan atau aktivitas pegawai ke sejumlah unit kerja yang 

relevan. 

Berdasarkan faktor tercapainya kebijakan publik tersebut 

selanjutnya digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi Perda 

Nomor 6 Tahun 2018 telah berjalan efektif di lapangan, khususnya pada 

Jalan Kalimantan, Kabupaten Cilacap. 

4. Payung Hukum Pembentukan Kebijakan Peraturan Daerah 

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan Peraturan sebagai 

produk hukum pemerintah daerah memiliki dasar konstitusional yang kuat. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 secara eksplisit menyatakan bahwa 

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan 

tugas pembantuan”
29

 

Ketentuan ini memberikan legitimasi kepada daerah untuk mengatur 

                                                 
29

 Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 



35 

 

 

 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam bentuk norma 

hukum yang mengikat. Dengan demikian, Perda merupakan manifestasi dari 

prinsip desentralisasi dalam negara kesatuan, di mana pemerintah daerah 

diberi ruang untuk menyusun kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. 

Ketentuan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

tercantum dalam pasal 236 ayat (3) yang menyatakan bahwa: 

“Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: 

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan 

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi.”
30

 

  

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Perda tidak boleh 

memuat materi di luar kewenangannya atau bertentangan dengan norma 

hukum nasional. Sementara itu, dari sisi tata peraturan perundang-

undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan meletakkan Perda dalam hierarki hukum nasional 

pada posisi di bawah Peraturan Presiden dan di atas peraturan kepala 

daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). 

Berdasarkan norma-norma tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

Perda memiliki kedudukan yang sah secara hukum, namun tetap tunduk 

pada prinsip lex superior derogat legi inferiori bahwa aturan yang lebih 

tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Artinya, apabila sebuah Perda 

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan di atasnya, maka 

keberlakuannya dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian hukum, 
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baik secara vertikal oleh Mahkamah Agung melalui judicial review, 

maupun administratif oleh Menteri Dalam Negeri melalui evaluasi perda. 

Dengan kata lain, kewenangan pembentukan Perda tidak bersifat absolut, 

melainkan harus selaras dengan struktur hukum nasional agar menjamin 

kepastian hukum dan keterpaduan sistem regulasi. 

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk menilai Perda No. 6 

Tahun 2018 Kabupaten Cilacap telah dibentuk berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Analisis terhadap payung hukum 

pembentukan perda akan menjadi landasan awal dalam menilai legalitas 

formal dari kebijakan yang diteliti, sebelum masuk pada evaluasi substansi 

dan implementasinya. Dengan memahami kerangka normatif ini, peneliti 

dapat menilai apakah perda tersebut memiliki kekuatan mengikat yang sah 

dan dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan hak-hak penyandang 

disabilitas fisik di ruang publik. 

5. Kebijakan Berupa Peraturan Daerah dalam Hukum Administrasi Negara 

Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara (HAN), tindakan yang 

dilakukan oleh organ pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua bentuk 

utama, yaitu regeling dan beschikking. Tindakan tersebut diejawantahkan 

menurut Philipus M. Hadjon
31

 dikutip pada buku Hukum Administrasi 

Negara  bahwa tindakan atau perbuatan adalah semua yang dilakukan oleh 

administrasi negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Definisi 

regeling merujuk pada tindakan hukum publik yang bersifat umum, abstrak, 
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dan berlaku keberlanjutan. Sementara itu, beschikking adalah keputusan 

konkret yang bersifat individual dan bedasarkan kasus, seperti surat 

keputusan, izin, atau penetapan terhadap suatu pihak tertentu. 

Peraturan Daerah secara karakteristik tergolong dalam bentuk 

regeling, karena berisi norma hukum yang bersifat umum dan mengikat 

kepada masyarakat luas dalam wilayah administratif tertentu. Perda tidak 

ditujukan kepada subjek tertentu, melainkan berlaku untuk semua warga 

yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturannya. Sebagai contoh, Perda 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten 

Cilacap berlaku secara umum terhadap pengguna jalan, aparat, dan pihak-

pihak yang terkait dalam pengelolaan lalu lintas, tanpa membedakan 

individu tertentu. 

Kendati demikian, dalam praktik administratif, Peraturan Daerah 

sebagai regeling dapat melahirkan beschikking pada tataran implementasi. 

Sebagai contoh berdasarkan Perda tersebut, pemerintah daerah melalui dinas 

teknis dapat mengeluarkan keputusan administratif tertentu, seperti 

pemberian sanksi, izin trayek, atau instruksi teknis yang bersifat individual. 

Oleh karena hal itu, memahami kedudukan Perda sebagai regeling sangat 

penting dalam menilai batas kewenangan, bentuk pengaturan, serta struktur 

tanggung jawab administratif yang menyertainya. 

Lebih lanjut berbicara hubungan peraturan/regeling dan beschikking 

ialah adanya asas legalitas, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 
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Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga dianggap sebagai 

dasar asas legalitas. Pasal ini menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan 

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam bidang Hukum Administrasi Negara, asas legalitas mengandung 

makna setiap pejabat yang hendak mengeluarkan keputusan atau melakukan 

tindakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan hal tersebut maka keputusan administratif atau beschikking 

harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32

 

Dengan demikian, analisis terhadap Perda dalam penelitian ini tidak 

hanya sebatas menilai substansinya sebagai produk hukum, tetapi juga 

mencakup bagaimana kedudukannya dalam sistem tindakan hukum 

administratif publik. Hal ini akan menjadi salah satu landasan dalam menilai 

kesesuaian antara fungsi pengaturan dalam Perda dengan pelaksanaan 

administratifnya di lapangan, khususnya dalam menjamin aksesibilitas bagi 

penyandang disabilitas fisik. 

B. Konsep Standar Alat Perlengkapan Jalan bagi Penyandang Disabilitas 

1. Pengertian Alat Perlengkapan Jalan Bagi Penyandang Disabilitas 

Penyelenggaraan lalu lintas jalan yang inklusif merupakan bagian 

integral dari sistem transportasi publik yang adil dan berkeadilan sosial. 

Dalam konteks tata kelola infrastruktur publik, alat perlengkapan jalan 

bukan hanya berfungsi sebagai pendukung kelancaran dan keselamatan lalu 
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lintas, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak atas aksesibilitas bagi 

semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. 

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009, untuk mendukung 

pelaksanaan manajemen lalu lintas ini, maka diadakan rekayasa lalu lintas 

yang meliputi: kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan 

pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan serta rambu-rambu lalu lintas, 

marka jalan, APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) dan fasilitas 

keselamatan lalu lintas lainnya. Dalam kerangka inklusivitas, alat 

perlengkapan jalan juga mencakup elemen-elemen yang dirancang khusus 

untuk menunjang mobilitas penyandang disabilitas, seperti guiding block, 

dot tactile aluminium, ramp, drop zone, serta jalur pedestrian yang 

memenuhi standar kenyamanan dan keamanan. 

Fasilitas pelengkap merupakan seluruh bangunan pelengkap jalan 

yang disediakan untuk pengguna jalan guna memberikan pelayanan demi 

kelancaran, keamanan, kenyamanan serta keselamatan bagi pengguna jalan. 

Fasilitas-fasilitas pelengkap jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat 

penarangan jalan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas pendukung dan lalu 

lintas angkutan jalan.
33

 Penyediaan perlengkapan jalan yang sesuai standar 

bagi penyandang disabilitas memiliki dimensi sosial dan hukum. Di satu 

sisi, hal ini merupakan bentuk implementasi prinsip non-diskriminasi, dan 

di sisi lain merupakan cerminan keberpihakan kebijakan publik pada 

kelompok rentan. Ketika alat perlengkapan jalan yang disediakan tidak 
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memenuhi standar aksesibilitas, maka negara dan pemerintah daerah 

dianggap lalai dalam memenuhi hak konstitusional warganya, khususnya 

penyandang disabilitas. 

2. Standar Fasilitas Pejalan Kaki Bagi Penyandang Disabilitas 

Fasilitas pejalan kaki merupakan elemen penting dalam mewujudkan 

aksesibilitas yang aman dan setara bagi seluruh pengguna jalan, termasuk 

penyandang disabilitas. Dalam perspektif hukum dan perencanaan teknis, 

penyediaan fasilitas pejalan kaki tidak hanya bertujuan untuk kenyamanan 

umum, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi bagi kelompok 

rentan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas. 

 

Gambar 2 Kebutuhan Ruang Gerak Pengguna Jalan Penyandang Disabilitas 

(Sumber Diolah dari Pedoman Bidang Lingkungan dan Keselamatan Jalan No. 07/ P/ BM/ 2023 

tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki) 
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Berdasarkan gambar tersebut dapat dikerucutkan untuk menunjang 

kemudahan bahwa kebutuhan lebar efektif lajur pejalan kaki, berdasarkan 

kebutuhan dua orang pengguna kursi roda berpapasan atau dua orang 

dewasa dengan barang berjalan berpapasan sekurang kurangnya adalah 185 

cm
34

 

Bila penyediaan jalur pejalan kaki dengan lebar minimum 185 cm 

tidak dapat dipenuhi, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam 

penyediaan jalur pejalan kaki salah satunya melalui intervensi terhadap 

pengalokasian ruang jalan dengan cara 

a. Pengurangan jumlah lajur kendaraan, namun tetap sesuai standar; 

b. Penyempitan lajur kendaraan. 

c. Penutupan saluran drainase; dan 

d. Pelebaran jalur pejalan kaki dengan bekerja sama dengan pemilik lahan 

pribadi. 

Apabila intervensi pengalokasian ruang jalan masih tidak 

memungkinkan penerapan lebar minimum jalur pejalan kaki selebar 185 

cm, beberapa langkah mitigasi bisa dilakukan, diantaranya:  

a. Implementasi jalur pejalan kaki dengan pendekatan shared street; 

b. Passing place/jalur untuk mendahului sebagai tempat yang dapat menjadi 

alternatif untuk memastikan keselamatan pejalan kaki; dan 

c. Alternatif rute lain jalur pejalan kaki 

                                                 
34

 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Pedoman Bidang Lingkungan 

Dan Keselamatan Jalan No. 07/ P/ BM/ 2023 Tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki 

(Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2023) Hlm 11. 
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Selanjutnya berkaitan dengan penyandang disabilitas maka dalam 

buku  Pedoman Bidang Lingkungan Dan Keselamatan Jalan No. 07/ P/ BM/ 

2023 tentang perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki terdapat persyaratan 

rancangan untuk pejalan kaki penyandang disabilitas kebutuhan ruang bagi 

pejalan kaki dengan kebutuhan khusus bahwa kelandaian jalur bagi 

penyandang disabilitas tidak melebihi 8 derajat.
35

 

Didalam Pedoman Bidang Lingkungan dan Keselamatan Jalan No. 

07/ P/ BM/ 2023 tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki juga 

disebutkan bahwa fasilitas pendukung pejalan kaki meliputi:
36

 

a. Rambu dan marka Penempatan rambu dan marka jalan harus 

diperhitungkan secara efisien untuk memastikan keselamatan pengguna 

jalan. 

b. Pengendali kecepatan 

Pengendali kecepatan adalah fasilitas untuk memaksa pengendara 

menurunkan kecepatan kendaraan saat mendekati fasilitas penyeberangan 

atau lokasi tertentu. Dengan adanya penurunan kecepatan tersebut, 

diharapkan pejalan kaki dapat menyeberang dengan lebih aman. 

c.  Lapak tunggu 

Lapak tunggu merupakan fasilitas untuk berhenti sementara pejalan 

kaki dalam melakukan penyeberangan. Penyeberang jalan dapat berhenti 

                                                 
35
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sementara sambil menunggu kesempatan melakukan penyeberangan 

berikutnya. Fasilitas ini juga harus dilengkapi dengan jalur pemandu, 

ramp, dan fasilitas lain yang dapat diakses sehingga memudahkan dan 

menjamin keamanan dan keselamatan pejalan kaki. 

d. Lampu penerangan fasilitas pejalan kaki 

Lampu penerangan fasilitas pejalan kaki merupakan fasilitas untuk 

memberikan pencahayaan yang baik agar area fasilitas pejalan kaki dapat 

lebih aman dan nyaman. Lampu penerangan diletakkan pada jalur 

fasilitas 

e. Tempat duduk 

Penempatan tempat duduk pada fasilitas pejalan kaki dimaksudkan 

untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki. Tempat duduk diletakkan 

pada jalur fasilitas dan tidak boleh mengganggu pergerakan pejalan kaki. 

f. Pemberi informasi (signage) 

Pemberi informasi (signage) dapat berupa papan yang ditambahkan 

pada fasilitas pejalan kaki. Pemasangan ditempatkan di lokasi strategis 

seperti halte, stasiun, ruang terbuka publik, dan kawasan komersial. 

Sistem informasi harus dapat diakses dan dibaca dengan mudah oleh 

semua pejalan kaki. 

Fasilitas-fasilitas ini merupakan bentuk konkret dari implementasi 

prinsip inklusivitas dalam ruang jalan publik. Dengan memenuhi standar 

tersebut, mengurangi risiko penyandang disabilitas mengalami keterbatasan 

mobilitas, risiko kecelakaan, dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh 
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karena itu, standar ini menjadi bagian penting dalam mengevaluasi 

efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap, khususnya dalam 

implementasi kebijakan publik.  

C. Konsep Penyandang Disabilitas Fisik 

1. Pengertian dan Jenis Penyandang Disabilitas 

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang 

memiliki hak yang sama dalam aksesibilitas, mobilitas, dan perlindungan 

hukum di ruang publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

penyandang diartikan dengan orang yang menyandang atau menderita 

sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang 

berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability yang berarti cacat atau 

ketidakmampuan. Dalam pasal 1 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas berbunyi bahwa: 

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam 

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh 

dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan 

hak”. 

Dengan demikian dicantumkan jenis penyandang disabilitas seperti 

tertera pada Pasal 4 UU No 8 Tahun 2016 menyebutkan ragam klasifikasi 

disabilitas diantaranya, disabilitas fisik, intelektual, mental dan sensorik.
37

 

Berkaitan dengan hal tersebut, penyandang disabilitas (disability) 

fisik adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik dalam jangka waktu 

lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat 
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menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat, 

kelompok kelainan secara fisik tersebut terdiri dari tunanetra, tunadaksa, 

tunarungu, dan tunarungu wicara dan lain sebagainya.
38

 

Penjelasan kelompok yang memiliki kelainan fisik disebutkan yakni 

tunanetra merupakan gangguan penglihatan yang mengakibatkan fungsi 

penglihatan tidak dapat dilakukan, tunadaksa merupakan tidak dapat 

menjalankan fungsi fisik secara normal serta tunarungu ialah individu yang 

memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak 

permanen.
39

 

Sejalan dengan itu, aksesibilitas dalam konteks hukum tidak dapat 

dipisahkan dari prinsip mendapat perlakuan yang setara dan adil. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) 

menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak atas aksesibilitas fasilitas 

pelayanan publik yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
40

   

2. Konsep Aksesibilitas dalam Norma Hukum 

Prinsip aksesibilitas juga menjadi bagian dari norma hukum 

internasional yang telah diterima secara luas sebagai standar hak asasi 

manusia. Aksesibilitas telah diakui sebagai instrumen utama untuk 

menjamin kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam 

kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Berkaitan dengan hal 

                                                 
38
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39
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tersebut persoalan aksesibilitas dijadikan sebagai prasyarat mutlak untuk 

partisipasi sosial dan perlindungan hak asasi manusia, hal ini diperkuat oleh 

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas / United Nations Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) yang telah diratifikasi 

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities 

(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
41

 Berdasarkan hal 

tersebut secara khusus mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah-

langkah tepat guna memastikan akses terhadap lingkungan fisik, 

transportasi, informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan layanan umum 

lainnya. 

Pembahasan mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, 

khususnya disabilitas fisik, memiliki relevansi langsung dengan fokus 

penelitian ini yang menelaah kebijakan penyediaan perlengkapan jalan di 

Kabupaten Cilacap. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, aksesibilitas 

bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian kesatuan dari hak 

konstitusional sebagai warga negara. 

Oleh karena itu, aksesibilitas menjadi salah satu tolok ukur penting 

dalam menguji efektivitas kebijakan publik yang berlaku di tingkat daerah. 

Dengan demikian, urgensi aksesibilitas dalam penelitian ini tidak hanya 

bersifat teknis, tetapi juga yuridis sebagai bagian dari pertanggungjawaban 
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negara terhadap kelompok rentan yakni penyandang disabilitas fisik. 

D. Konsep Umum Maṣlaḥaḥ 

1. Pengertian Maṣlaḥaḥ 

Maṣlaḥaḥ memiliki arti manfaat atau pekerjaan yang mengandung 

kebaikan.
42

 Seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa Rasul diutus 

untuk memberi rahmat kepada semua makhluk, tujuan hukum Islam adalah 

untuk memberikan rahmat kepada manusia. 

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa setiap kemaslahatan harus 

selaras dengan tujuan syariah, meskipun ini bertentangan dengan tujuan 

manusia karena kemaslahatan manusia seringkali bergantung pada hawa 

nafsu daripada kehendak syariah. Oleh karena itu, dalam menentukan 

kemaslahatan, yang menjadi pedoman adalah kehendak dan tujuan syariah 

Tujuan syariah atau Maqāṣid al-syarīʻah, secara substansi 

mengandung Maṣlaḥaḥ, menurut As-Syathibi dikutip dalam Jurnal Teraju 

menunjukan bahwa Maqāṣid al-syarīʻah dapat dilihat dari dua sudut 

pandang. Pertama, Maqashid As-syar’i yang artinya tujuan Tuhan. Kedua 

Maqashid Al-mukallaf yang artinya tujuan hamba.
43

 

Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan bahwa Maṣlaḥaḥ adalah 

upaya untuk menjaga keberlakuan hukum syariah terhadap segala kebaikan 

yang telah ditetapkan dengan Batasan, bukan karena semata-mata 

didasarkan pada keinginan hawa nafsu semata. Menurut Imam Abu Zahroh 
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yang mengutip Ibnu Taimiyah, Maṣlaḥaḥ adalah penilaian mujtahid 

terhadap tindakan yang membawa kebaikan yang jelas dan tidak 

bertentangan dengan syariah.
44

 

Dari penjelasan diatas, bisa di simpulkan bahwa pengertian 

Maṣlaḥaḥ yakni segala seuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan 

sejalan dengan tujuan Syara’ untuk mewujudkan kebaikan dan juga 

menghindarkan dari keburukan. 

2. Dasar Hukum Maṣlaḥaḥ 

Konsep kemaslahatan banyak diisyaratkan dalam ayat-ayat Al-

Qur'an yang menekankan pentingnya kemudahan, perlindungan hak-hak 

dasar manusia, dan penolakan terhadap kemudharatan. Di antara ayat yang 

menjadi dasar adalah: 

a. QS. Al-Ma‟idah ayat 32.
45

 

ًٗ نَوْ قَتَلَ  اۤءيِلَْ اىََّ جَفْصًاۢ ةغَِيِْْ جَفْسٍ اوَْ فصََادٍ فِِ نِوْ اجَْلِ ذلٰكَِ ۛ لَتَبيَْا عََلٰ ةنَِْٓ اسَِْْ
ا فكَََجََّهَآ احَْيَ  ٌَ  جَاۤءَ ا النَّاسَ جََيِعًْاۗ وَلقََدْ الَْْرضِْ فكَََجََّهَا قَتَلَ النَّاسَ جََيِعًْاۗ وَنَوْ احَْيَا

مْ بَعْدَ ذلٰكَِ فِِ الَْْرْ  ٍُ ا نِّيْ مْ رشُُليَُا ةاِلَْْيّيِتِٰ ثُمَّ انَِّ لَثيًِْْ ٍُ َْنَ تْ  ضِ  لهَُسْْفُِ

 

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil 

bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang 

dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat 

kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua 

manusia.
 
Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang 

manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua 

manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang 

kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
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jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu 

melampaui batas di bumi.” 

 

Ayat tersebut memberikan dasar bahwa upaya penyelamatan jiwa, 

termasuk melalui fasilitas publik yang aman dan layak, merupakan bagian 

dari misi kemanusiaan Islam yang luhur. 

b. Qs.Al-Anbiya ayat 107,
46

 

 

 ٓ رشَۡلۡنَكَٰ  وَنَا
َ
  لّلِۡعَلٰهَِيَ  رحََۡۡةٗ  إلَِّْ  أ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai 

rahmat bagi seluruh alam.” 

 

Ayat ini menegaskan bahwa prinsip kemaslahatan merupakan tujuan 

pokok dalam penerapan hukum Islam. Tujuan hukum Islam salah satunya 

adalah untuk memberikan rahmat kepada manusia, secara umum, syariat 

memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, sehingga 

setiap aturan dalam syariat sebenarnya mengandung kemaslahatan di 

dalamnya. Al-Qur'an dengan jelas mengungkapkan konsep Maṣlaḥaḥ, 

menegaskan bahwa hal tersebut adalah kepentingan umum yang dirasakan 

oleh semua orang, karena setiap individu memiliki kebutuhan atau 

hubungan yang terkait dengannya. 

Selain petunjuk dari Al-Qur‟an, prinsip maṣlaḥah juga mendapat 

penguatan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis 

Rasulullah SAW juga menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan menjadi 

pertimbangan utama dalam penetapan hukum, diantaranya: 

a. Hadits hasan riwayat Ibnu Majah
47
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بِِ شَعيِدٍْ شَعْدِ ةوِْ نَالكِِ ةوِْ شِيَانٍ الُ 
َ
ََْ  اهُ ِ خَوْ أ نَّ رشَُ

َ
ًُ أ  قاََ  دْر ِِّّ ريَََِ اهُُ  خَيْ

رَ  لَْ » : ارَ  وَلَْ  ضَََ ًْ  ابْوُ  رَوَاهُ  .حَصَو   حَدِيثْ  «ضََِ ارَقُعْنُِّ  نَاجَ هَا وَالَّ ٌُ  مُصْيَدًا ودََيُْْ
ِ  فِِ  نَالكِ   وَرَوَاهُ  أ ََظَّ بيًِِْ عَوِ  الهُ

َ
شْقَطَ النبَِِّّ  مُرشَْلًا خَوْ خَهْروِ ةوِْ يََيََْ خَوْ أ

َ
ةاَ  فأَ

َ
أ

ا بَعْضًا شَعيِدٍْ  ٍَ  وَلََُ ظُرُق  حُقََِّ ّ بَعْضُ

 

“Dari Abu Sa‟id Sa‟ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri 

Radhiyallahu „Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu „Alaihi 

wa Sallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh 

membahayakan orang lain.” (Hadits hasan riwayat Ibnu Majah, 

Ad-Daraquthni dan yang lain. Imam Malik dalam Al-Muwaththa‟ 

dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu „Alaihi 

wa Sallam, tanpa menyebutkan Abu Sa‟id, tetapi hadits ini 

memiliki jalur-jalur yang saling menguatkan)” 

 

Hadis tersebut diriwayat yang dibawakan oleh Ibnu Majah, sanadnya 

bersambung melalui beberapa perawi, yaitu: Muhammad bin Yahya, Abu 

„Ashim, Ibnu Jurayj, „Amr bin Dinar, dan „Ubaidillah bin Abi Rafi‟, yang 

seluruhnya dikenal sebagai perawi yang terpercaya. Sanad ini dinilai hasan 

karena para perawinya terpercaya. Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan 

oleh Imam Malik dalam Al-Muwaththa’, melalui jalur „Amr bin Yahya al-

Mazini, dari ayahnya, lalu dari Nabi Muhammad SAW 

Hadis tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban 

terhadap rakyatnya untuk mencegah segala bentuk hal yang berbahaya, 

kewajiban itu juga harus menyentuh semua lini masyarakat termasuk bagi 

kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. 
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b. Hadits Ibnu „Umar Yang Diriwayatkan Dalam Bukhari Dan Muslim
48

 

ًُ  الهُْصْلمُِ أخَُ الهُصْلمِِ  ًُ ولْ يصُْلهُِ ُ فِ نَو كانَ فِ حاجَةِ  لْ حَظْلهُِ أخِيًِ كانَ اهُ َّ
جَ عو مُصْلمٍِ لُرْبَةً ونَ  حاجَتًِِ  ُ عيًْ ةٍا لُرْبَ  و فرََّ جَ اهُ َّ  ةً نِو لُرَبِ يََمِ القيِانَةِ فرََّ

ُ يََمَ القيِانَةِ ونَو شَ  تَََ مُصْلهًِا شَتَََهُ اهُ َّ  

 

“Seorang muslim itu saudara untuk muslim yang lain, jangan dia 

mendzaliminya, jangan juga menyerahkannya kepada musuh. 

Barangsiapa yang memenuhi hajat seorang saudaranya, Allah akan 

penuhi hajatnya. Barangsiapa yang ia melepaskan kesulitan seorang 

muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. 

Dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah 

akan menutup aibnya pada hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

 

Pemberian kemudahan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas 

fisik dalam pembahasan kebijakan penyediaan perlengkapan jalan dapat 

dipandang sebagai bentuk nyata implementasi prinsip keringanan dan 

penghilangan kesulitan bagi para kelompok rentan. 

Selain merujuk pada Al-Qur‟an dan Hadis, dasar hukum Maṣlaḥaḥ 

juga diperkuat oleh berbagai kaidah fikih yang bersifat umum. Beberapa 

kaidah fikih yang relevan dengan pembahasan kebijakan penyediaan 

perlengkapan jalan bagi penyandang disabilitas fisik adalah sebagai berikut: 

َ ٱ  يزَُاُ   رُ لضَّّ

 

"Segala bentuk bahaya harus dihilangkan." 

Prinsip ini menjadi landasan penting bahwa setiap bentuk bahaya 

atau hambatan yang mengancam keselamatan dan kenyamanan warga, 
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termasuk disabilitas, harus dihapuskan. Fasilitas jalan yang tidak ramah 

disabilitas termasuk dalam kategori bahaya sosial yang wajib dihilangkan.
49

 

ارَ  رَ وَلَْ ضََِ   لَْ ضَََ
 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain” 

 

Kaidah ini mengandung prinsip dasar bahwa segala bentuk 

kemudaratan harus dicegah. Maka, jika penyandang disabilitas fisik 

dibiarkan berada dalam situasi yang membahayakan jiwa akibat ketiadaan 

fasilitas jalan, maka itu bertentangan langsung dengan prinsip hukum 

Islam.
50

 

ةُ ٱ لتَّيصِْيَْ ٱتََلْبُِ  لهَْشَقَّ  

“Kesulitan mendatangkan kemudahan” 

 

Kaidah ini memberikan dasar bahwa Islam selalu memberikan 

keringanan bagi orang yang mengalami kesulitan. Penyandang disabilitas 

fisik sebagai kelompok dengan hambatan termasuk merupakan golongan 

yang secara syariat berhak mendapatkan kemudahan aksesibilitas di ruang 

publik.
51

 

3. Jenis – jenis Maṣlaḥaḥ 

Muhammad Muslehuddin melihat bahwa kategorisasi Maṣlaḥaḥ 

dengan trilogi Maṣlaḥaḥ Mu’tabarah, Maṣlaḥaḥ Mulgah, Maṣlaḥaḥ 

Mursalah. 
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a. Maṣlaḥaḥ mu’tabarah merupakan kemaslahatan yang diakui secara 

tegas oleh syariat dan telah ditetapkan oleh hukum untuk menjelaskan 

dan mengakui keberadaannya.
52

 Oleh karena itu Maṣlaḥaḥ ini bisa 

dijadikan landasan hukum menurut ulama, karena terdapat dalil yang 

menjelaskan secara jelas. Contohnya seperti kewajiban untuk menuntut 

ilmu bagi setiap Muslim. 

b. Maṣlaḥaḥ mulghah adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal 

akan tetapi tidak diperhatikan oleh syara karena bertentangan dalam 

kata lain lemah dan Maṣlaḥaḥ ini bertentangan dengan yang utama, 

berarti bertolak belakang dengan Al-qur‟an maupun hadits. 

c.  Maṣlaḥaḥ yang tidak mendapat ketegasan justifikasi nash syariah, baik 

terhadap penerimaannya maupun penolakannya yakni Maṣlaḥaḥ 

Mursalah.  

Abu Ishaq Al-Syatibi dikutip dari jurnal berjudul Konsep Dasar 

Maṣlaḥaḥ di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal
53

 

mengkategorisasi Maṣlaḥaḥ menjadi 3 (tiga) macam, yaitu al-ḍarūriyyah, 

al-ḥājiyyah, dan al-taḥsīniyyah,  

a. Al-Syatibi menjelaskan bahwa al-ḍarūriyyah ialah sesuatu yang tidak 

boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik 

menyangkut urusan akhirat dan dunia, ketika tidak ada Maṣlaḥaḥ maka 

tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera. 
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Sebagaimana contoh melaksanakan shalat dan puasa, karena menjaga 

agama. 

b. lebih lanjut juga menjelaskan Al-Ḥājiyyah yakni sesuatu yang 

dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan 

menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran 

dan kesusahpayahan. Sebagaimana contoh yakni dalam pemberian 

subsidi bahan pokok oleh pemerintah, sebab pemerintah dalam rangka 

menghilangkan kesusahan rakyatnya. 

c. Sedangkan Al-Taḥsīniyyah, ialah sesuatu yang berkenaan dengan 

memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari 

kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Hal ini 

sering disebut dengan Makārim al-akhlāq. Sebagaimana contoh 

membuat jalur pejalan kaki yang tertata rapi, sehingga menghilangkan 

kebiasaan buruk untuk penggunaan fasilitas sesuai peruntukan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan jenis maṣlaḥah ḥājiyyah sebagai landasan analisis. Maṣlaḥah 

ḥājiyyah dipilih karena isu yang diangkat menyangkut upaya 

menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas fisik 

dalam mengakses ruang publik, khususnya terkait ketersediaan 

perlengkapan jalan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Cilacap 

Nomor 6 Tahun 2018. Ketidakterpenuhan kebutuhan tersebut memang tidak 

secara langsung menghilangkan nyawa, namun menimbulkan hambatan 

serius terhadap aksesibilitas dan partisipasi sosial masyarakat.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu 

pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji implementasi 

hukum dalam masyarakat secara faktual. Dalam pendekatan ini, hukum tidak 

hanya dilihat sebagai normatif tetapi juga sebagai perilaku sosial yang terjadi 

di lapangan atau realita. Menurut Guru Besar mata kuliah Sosiologi Hukum, 

Zainuddin Ali berpendapat bahwa pendekatan yuridis empiris merupakan 

metode penelitian yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung 

dari masyarakat melalui observasi dan wawancara untuk mengkaji efektivitas 

suatu peraturan hukum. Penelitian ini juga bersifat kualitatif lapangan, 

sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Sugiyono bahwa penelitian kualitatif 

bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dan mendalam dalam 

konteks alamiah, bukan berdasarkan perhitungan statistik.
54

 

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis empiris dipilih untuk 

mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 

2018, khususnya terkait penyediaan alat perlengkapan jalan yang ramah bagi 

penyandang disabilitas, telah diterapkan oleh instansi pelaksana dan dirasakan 

oleh masyarakat. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk 

menguji kesesuaian norma hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan. 
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B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merujuk pada area yang relevan dengan tujuan dan 

permasalahan penelitian, serta berfungsi sebagai sumber data utama bagi 

peneliti dalam menggali informasi terkait objek kajian. Penelitian ini 

dilaksanakan di Jalan Kalimantan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten 

Cilacap, Jawa Tengah, serta di kantor instansi terkait, diantaranya yakni Dinas 

Perhubungan Kabupaten Cilacap, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Cilacap. Penelitian dilakukan sejak bulan November 2024 hingga 

Juni 2025, melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pihak 

pemerintah daerah, serta pengumpulan dokumen peraturan dan dokumen 

terkait lainnya.  

Pemilihan Jalan Kalimantan di Kabupaten Cilacap sebagai lokasi 

penelitian didasarkan pada kenyataan bahwa Jalan Kalimantan memiliki 

karakteristik sebagai jalur penghubung antara pusat aktivitas masyarakat, 

seperti Kantor Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil, pusat perbelanjaan 

tradisional, area pendidikan dan terminal bus hingga objek wisata pantai. 

Berdasarkan pengamatan awal, Meskipun secara kasat mata Jalan Kalimantan 

belum menunjukkan aktivitas tinggi dari kelompok disabilitas sebagai 

pengguna jalan, namun sebagai jalur penghubung yang berada di kawasan 

strategis, ruas ini tetap memiliki potensi menjadi ruang lalu lintas publik yang 

inklusif. Dengan demikian, keberadaan fasilitas perlengkapan jalan yang ramah 

disabilitas tidak hanya dibutuhkan dalam konteks kebutuhan saat ini, tetapi 

juga sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum pemerintah daerah 
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berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2018. Oleh karena itu, Jalan Kalimantan 

dipilih untuk merepresentasikan realitas sosial sekaligus menjadi objek 

evaluasi terhadap efektivitas kebijakan daerah dalam membangun infrastruktur 

jalan yang adil dan ramah disabilitas. 

Dinas Perhubungan dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap 

dipilih sebagai lokasi pengumpulan data institusional karena mereka 

merupakan instansi yang berkaitan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Perhubungan, yang memuat amanat mengenai penyediaan perlengkapan jalan 

bagi penyandang disabilitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang 

komprehensif mengenai kebijakan penyediaan perlengkapan jalan bagi 

penyandang disabilitas fisik, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip 

Maṣlaḥaḥ dalam hukum Islam. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, data 

yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber yang diklasifikasikan menjadi 

tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.  

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber yang paling utama yang 

digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung 
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mengenai data penelitian yang dibutuhkan. Menurut Zainuddin Ali
55

 data 

primer merupakan data pokok yang diperoleh peneliti melalui interaksi 

langsung, seperti wawancara dan observasi.. Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, serta informasi yang diperoleh 

secara langsung dari responden melalui wawancara tatap muka. Responden 

dalam penelitian ini mencakup pejabat dari Dinas Perhubungan Kabupaten 

Cilacap, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, serta 

perwakilan komunitas penyandang disabilitas. 

2. Data Sekunder  

Menurut Sugiyono,
56

 data sekunder digunakan untuk mendukung 

dan menguatkan data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh 

dari buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, berita daring, dan dokumentasi 

resmi dari instansi pemerintah 

3. Data Tersier  

Sumber data tersier merupakan data yang berfungsi memberikan 

arahan, penjelasan, serta mendukung sumber data primer dan sekunder. 

Sumber ini dapat mencakup media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain-

lain. 

Untuk memudahkan klasifikasi dan pemahaman, berikut disajikan tabel 

sumber data penelitian ini: 
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Data Sumber Fungsi Penelitian 

Data Primer - Wawancara dengan: 

 Dinas Perhubungan 

Kabupaten Cilacap 

 Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Cilacap 

 Komunitas Disabilitas 

- Dokumen Perda No. 6 Tahun 

2018 Kabupaten Cilacap 

Memberikan informasi langsung 

dari pihak pelaksana kebijakan 

dan kelompok terdampak terkait 

kebijakan penyediaan 

perelengkapan jalan bagi 

penyandang disabilitas fisik di 

Jalan Kalimantan Kabupaten 

Cilacap. 

Data 

Sekunder 

- Buku kebijakan publik dan 

hukum administrasi 

- Jurnal ilmiah 

- Skripsi atau karya ilmiah 

terdahulu 

- Dokumentasi kegiatan 

instansi 

 

Menjadi dasar teoritis dan 

analitis untuk memahami 

kebijakan serta memperkaya 

hasil temuan lapangan. 

Data Tersier - Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) 

- Ensiklopedia 

- Situs resmi pemerintah 

 

Membantu memperjelas istilah 

atau konsep-konsep dasar yang 

digunakan dalam penelitian dan 

penulisan skripsi. 

D. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu 

pendekatan yang menelaah hukum sebagai perilaku sosial, bukan hanya 

sebagai norma tertulis. Menurut Zainuddin Ali,
57

 pendekatan ini menekankan 

pada observasi langsung terhadap penerapan hukum dalam masyarakat melalui 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pendekatan ini dipilih karena fokus 

penelitian adalah pada implementasi Perda No. 6 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan, khususnya pada penyediaan perlengkapan jalan 

ramah disabilitas. Oleh karena itu, pemahaman lapangan melalui data primer 

sangat dibutuhkan untuk menilai kesesuaian antara norma dan praktik. 

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kebijakan 
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publik, untuk menganalisis bentuk dan model kebijakan yang diterapkan 

pemerintah daerah. Pendekatan ini dilengkapi dengan pendekatan nilai 

Maṣlaḥaḥ dalam kerangka hukum Islam, untuk menilai sejauh mana kebijakan 

tersebut memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi kelompok 

disabilitas. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

penulis adalah sebagai berikut :  

1. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk memahami serta mengeksplorasi harapan, 

realitas, serta argumen pihak yang diteliti terkait perilaku dan keadaan yang 

berkaitan dengan masalah penelitian.
58

 Metode pengambilan sampel 

wawancara yang digunakan adalah Purposive Sampling, Menurut 

Notoatmodjo dalam buku ajar karya Agus Ria Kumara,
59

 Teknik purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel atas pertimbangan semacam 

ciri atau sifat suatu populasi. 

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak terkait yakni: 

a. Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) 

Kabupaten Cilacap 

b. Pejabat Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten 

Cilacap 
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c. Pejabat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap 

d. Pengguna Trotoar yang merupakan penyandang disabilitas fisik 

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yang memungkinkan 

peneliti untuk menyesuaikan arah pertanyaan berdasarkan dinamika respons 

informan sambil tetap fokus pada pokok bahasan.
60

 

2. Observasi 

Metode ini digunakan ketika penelitian berfokus pada perilaku manusia, 

proses kerja, dan fenomena alam, serta ketika jumlah responden yang 

diamati relatif kecil.
61

 Penelitian ini menggunakan observasi non-

partisipatif, dalam observasi non-partisipatif, peneliti hanya berperan 

sebagai pengamat tanpa terlibat dalam kegiatan yang diamati. Peneliti 

mengamati dari jarak tertentu dan tidak terlibat dalam interaksi atau 

aktivitas subjek.
62

 Peneliti melakukan pengamatan terhadap trotoar, guiding 

block, ramp, marka jalan, dan aksesibilitas umum di Jalan Kalimantan. 

Observasi dilakukan untuk menilai keterpaduan fasilitas dengan amanat 

Perda No. 6 Tahun 2018 serta mencatat perilaku masyarakat dalam 

menggunakan fasilitas publik tersebut. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data tertulis atau 

visual sebagai pelengkap terhadap data wawancara dan observasi. 
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Dokumentasi yang digunakan antara lain: 

a. Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 6 Tahun 2018 

b. Foto kondisi trotoar dan perlengkapan jalan 

c. Catatan hasil wawancara 

Dokumentasi ini berfungsi sebagai verifikasi data empiris serta penguat 

argumen dalam pembahasan. 

F. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan 

pendekatan deduktif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari lapangan, dengan 

tujuan untuk memahami fenomena secara mendalam sesuai dengan konteks 

hukum dan sosial yang terjadi. Menurut Sirajuddin Saleh mengemukakan 

bahwa analisis data kualitatif merupakan proses mencari data dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari baik melalui hasil wawancara, 

catatan lapangan, maupun dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data.
63

 

Dalam penelitian ini, pendekatan deduktif digunakan untuk 

menurunkan prinsip-prinsip umum dalam peraturan perundang-undangan dan 

teori keadilan sosial ke dalam analisis terhadap fenomena khusus di lapangan, 

yaitu implementasi Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Perhubungan di Jalan Kalimantan Kabupaten Cilacap. Seperti dijelaskan oleh 
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Sirajuddin Saleh deduksi merupakan penarikan kesimpulan dari premis umum 

ke kasus khusus yang konkret.
64

 

Lebih lanjut, proses analisis data mengikuti model dari Miles dan 

Huberman dikutip dalam buku Analisis Data Kualitatif karya Sirajuddin 

Saleh
65

 yang meliputi tiga tahap utama: 

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi agar menjadi data bermakna. 

2. Penyajian Data, berupa pengorganisasian data dalam bentuk narasi tematik 

yang memudahkan peneliti dalam melihat hubungan antara konsep dan 

fenomena di lapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu proses interpretasi terhadap 

pola-pola yang muncul dari data dan mengaitkannya dengan teori 

kebijakan publik dan hukum administrasi negara. 

Dengan menggunakan pendekatan ini, analisis dilakukan secara 

komprehensif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang 

tertuang dalam Perda dengan implementasinya di lapangan. Hasil analisis ini 

diharapkan mampu menjelaskan secara ilmiah mengapa penyediaan fasilitas 

jalan bagi penyandang disabilitas masih belum optimal. 
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BAB IV 

ANALISIS KEBIJAKAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN 

JALAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI 

KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKTIF MAṢLAḤAḤ 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Kalimantan, yang secara 

administratif berada di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten 

Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Jalan Kalimantan merupakan salah satu ruas 

jalan strategis yang berada di kawasan pusat kota, dengan fungsi utama 

sebagai penghubung antar-kawasan perkantoran, permukiman, pusat 

perdagangan, serta area pendidikan dan pelayanan masyarakat. Jalan 

Kalimantan merupakan salah satu koridor utama di pusat kota yang 

memiliki fungsi vital dalam mendukung mobilitas masyarakat, baik dalam 

skala lokal maupun regional. Ruas jalan ini menjadi jalur strategis yang 

menghubungkan berbagai fasilitas penting seperti pusat pemerintahan, area 

perdagangan, kawasan pendidikan, serta sarana pelayanan kesehatan. 

Jalan Kalimantan merupakan salah satu jalan utama di pusat Kota 

Cilacap yang secara teknis diklasifikasikan sebagai jalan kolektor primer 

kelas empat (JKP-4)
66

berdasarkan sistem jaringan jalan nasional. Klasifikasi 

ini menunjukkan bahwa Jalan Kalimantan berfungsi sebagai penghubung 
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antara pusat kegiatan lokal dan kawasan sekitarnya dengan volume lalu 

lintas yang relatif tinggi, serta memiliki peran strategis dalam mendukung 

mobilitas masyarakat dan distribusi kegiatan ekonomi di wilayah 

Kecamatan Cilacap Tengah. 

Ruas Jalan Kalimantan di Kabupaten Cilacap memiliki panjang 1640 

meter,
67

 dalam ruas tersebut terdapat 3 objek kegiatan masyarakat 

diantaranya Terminal Bus Cilacap, Kantor Disdukcapil Kabupaten Cilacap 

hingga Pasar Tanjungsari Cilacap Tengah. Ruas jalan tersebut bertitik awal 

di Jalan Gatot Subroto (Terminal Kabupaten Cilacap) hingga Pantai Tegal 

Kamulyan Cilacap. Volume kendaraan di ruas jalan Kalimantan terbilang 

cukup ramai, dikutip dari jurnal tercatat sebesar 336 smp/jam (satuan mobil 

penumpang)
68

. 

2. Hasil Observasi Lapangan 

Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti pada tanggal 15 

Desember 2024 di sepanjang Jalan Kalimantan Kabupaten Cilacap, sebagai 

lokasi strategis yang tercakup dalam wilayah implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Perhubungan. Observasi bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan alat 

perlengkapan jalan yang ramah bagi penyandang disabilitas, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g Perda tersebut.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa fasilitas aksesibilitas bagi 
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penyandang disabilitas tidak tersedia sama sekali di sepanjang ruas jalan 

tersebut. Berdasarkan temuan di lokasi tidak ditemukan adanya guiding 

block (ubin pemandu), ramp (jalur landai) di tepi trotoar, rambu penyebrang 

jalan, zebra cross yang ramah disabilitas, maupun lampu lalu lintas dengan 

penyesuaian aksesibilitas. Bahkan, beberapa bagian trotoar dalam kondisi 

terputus dan tidak dapat diakses oleh pengguna kursi roda, serta sebagian 

besar trotoar berubah fungsi menjadi lahan parkir kendaraan bermotor atau 

terhalang tiang/pohon. Permasalahan tersebut sangat bertolak belakang 

dengan aturan dalam Pedoman Teknis Kementerian PUPR Nomor 

07/P/BM/2023 tentang Fasilitas Pejalan Kaki, dijelaskan bahwa fasilitas 

jalan wajib dilengkapi dengan ramp berkemiringan maksimal 8 derajat, 

guiding block dengan kontras warna dan tekstur, serta area transisi yang 

aman bagi pengguna kursi roda dan tuna netra.
69

 

Dokumentasi hasil observasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Gambar 3 Trotoar Kosong Tanpa Guiding Block (Lokasi Depan Kantor Dukcapil Cilacap Jalan 
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Kalimantan– Tanggal: 9 Juni 2025 Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 

Pada gambar terlihat trotoar di kawasan pelayanan publik tidak 

dilengkapi dengan guiding block. Hal ini menunjukkan tidak adanya upaya 

penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik. Ketiadaan 

guiding block merupakan indikator nyata bahwa substansi perda belum 

diterjemahkan ke dalam program teknis dan anggaran daerah, serta tidak 

adanya pengawasan terhadap pelaksanaan standar aksesibilitas jalan. 

 

Gambar 4 Desain Trotoar Tida Landai (Lokasi Sebelah Selatan Pasar Tanjungsari Jalan 

Kalimantan – Tanggal: 9 Juni 2025 Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 

 

Pada gambar tersebut menunjukan bahwa desain trotoar tidak memiliki 

kelandaian, melainkan cukup tinggi sehingga menyulitkan pengguna kursi 

roda untuk melewatinya. Akibatnya, mereka terpaksa menggunakan badan 

jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk melintas. Hal ini 

tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna kursi roda, tetapi juga 

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap aksesibilitas fasilitas publik, 
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serta belum maksimalnya implementasi kebijakan penyediaan perlengkapan 

jalan yang ramah disabilitas. 

 

Gambar 5 Ujung Trotoar Tidak Ramah Disabilitas (Lokasi Depan Kantor Dinas Pendidikan Kec. 

Cilacap Tengah Jalan Kalimantan Tanggal: 9 Juni 2025 Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 

 

Gambar ini memperlihatkan kondisi ujung trotoar di depan Kantor 

Dinas Pendidikan Kecamatan Cilacap Tengah yang tidak dilengkapi jalur 

landai (ramp) dan memiliki ketinggian vertikal langsung ke badan jalan. 

Ketiadaan jalur transisi ini membuat trotoar tidak dapat diakses oleh 

pengguna kursi roda atau individu dengan keterbatasan mobilitas, serta 

berpotensi menimbulkan risiko cedera bagi kelompok disabilitas maupun 

lansia. Berdasarkan Pedoman No. 07/P/BM/2023 tentang Penyelenggaraan 

Fasilitas Pejalan Kaki, disebutkan secara tegas bahwa trotoar harus 

menyediakan kemiringan maksimal 8 derajat untuk aksesibilitas pengguna 

kursi roda. Kondisi  tersebut mengindikasikan masih lemahnya pengawasan 

dan kurangnya kesadaran akan pentingnya inklusi sosial dalam penyediaan 
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sarana dan prasarana. Jika kondisi ini dibiarkan, maka pemerintah daerah 

dapat dianggap lalai dalam memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas 

 

Gambar 6 Trotoar Digunakan Untuk Aktivitas Berdagang (Lokasi Depan Disdukcapil Jalan 

Kalimantan– Tanggal: 9 Juni 2025 Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 

Gambar ini menunjukkan kondisi trotoar yang berada tepat di depan 

Kantor Disdukcapil Kabupaten Cilacap yang digunakan sebagai lapak 

berdagang oleh pedagang kaki lima. Area yang seharusnya berfungsi 

sebagai jalur aman bagi pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas, telah 

beralih fungsi menjadi ruang berdagang tidak resmi, sehingga 

menghilangkan aksesibilitas dasar pada fasilitas publik tersebut. Kondisi ini 

tidak hanya mencerminkan kurangnya penegakan regulasi terhadap 

pemanfaatan ruang publik, tetapi juga menunjukkan lemahnya kesadaran 

akan pentingnya fungsi trotoar sebagai infrastruktur pendukung mobilitas 

yang inklusif dan aman. Keberadaan pedagang kaki lima yang menempati 

trotoar secara permanen atau semi permanen menghambat hak pengguna 
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jalan, terutama penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak, yang 

membutuhkan ruang bebas hambatan untuk berjalan dengan aman. 

 

Gambar 7 Kondisi Trotoar Rusak (Lokasi beberapa titik di Jalan Kalimantan– Tanggal: 9 Juni 

2025 Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 

Gambar ini memperlihatkan kondisi trotoar di beberapa titik sepanjang 

Jalan Kalimantan yang mengalami kerusakan fisik cukup parah, seperti 

permukaan yang pecah, tidak rata serta ditumbuhi pohon yang 

mengakibatkan kerusakan di permukaan trotoar. Kerusakan tersebut 

menyebabkan trotoar menjadi tidak aman digunakan, baik oleh pejalan kaki 

secara umum, maupun oleh kelompok disabilitas yang memiliki 

keterbatasan fisik.  

Untuk memperkuat temuan lapangan, peneliti melakukan wawancara 

dengan beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan kondisi Jalan 

Kalimantan, khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok pengguna 

jalan dengan kebutuhan aksesibilitas khusus. Salah satu narasumber adalah 

Bapak Sapto, seorang warga penyandang disabilitas fisik, dan kerap 
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beraktivitas di kawasan Jalan Kalimantan. Dalam wawancara, ia 

menyampaikan: 

“Saya pernah mau lewat trotoar di jalan ini waktu mau ke terminal 

beli makan di warung terminal itu mas, tapi jalan sempit saya 

jadinya turun ke aspal dulu, itu bahaya mas bagi saya. Saya terus 

minta bantuan orang lewat untuk bantu dorong kursi roda saya, 

karena kalau sendiri saya kesusahan.”
70

 

 

Lebih lanjut narasumber lain yang bernama Ibu Humaisaroh, 

menyampaikan, 

“Saya pas belanja ke pasar, lewat trotoar tapi jalannya sempit dan 

tidak rata, banyak yang lubang terus banyak motor sama mobil 

parkir di trotoar. Saya pakai kursi roda, akhirnya terpaksa turun ke 

lewat pinggir jalan raya. Saya takut mas, tapi kalau gak seperti itu 

saya tidak bisa lewat. Jujur ya mas, saya merasa kepengen untuk di 

kasih akses yang gampang rasanya seperti tidak dianggap ada 

sebagai warga gara-gara saya ada kekurangan”
71

 

 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak tersedianya ramp atau akses 

jalur landai secara langsung menimbulkan risiko bahaya keselamatan bagi 

penyandang disabilitas. Ketidakhadiran fasilitas dasar seperti ini bukan 

sekadar hambatan teknis, melainkan juga bentuk pengabaian terhadap hak 

akses kelompok disabilitas. 

Keterbatasan tersebut tidak hanya menciptakan hambatan fisik, tetapi 

juga mengarah pada pengabaian sosial, di mana kelompok disabilitas 

menjadi terpinggirkan dalam aktivitas sosial maupun ekonomi karena tidak 

memiliki akses setara terhadap fasilitas umum. 
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Untuk memperkuat temuan observasi, penulis membandingkan kondisi 

lapangan dengan standar teknis nasional yang tertuang dalam Pedoman No. 

07/P/BM/2023. Hasil perbandingan tersebut disajikan dalam tabel berikut: 

No. Komponen 

Fasilitas 

Standar Teknis (Pedoman 

07/P/BM/2023) 

Temuan di Jalan 

Kalimantan Kabupaten 

Cilacap 

1 Lebar Jalur 

Pejalan Kaki 

Minimal 185 cm agar dua 

kursi roda dapat berpapasan 

Jalur sempit, rata-rata tidak 

mencapai lebar minimal; 

beberapa titik bahkan hanya 

cukup untuk satu orang 

2 Kelandaian 

Trotoar / 

Ramp 

Maksimal 8 derajat Ramp terlalu curam dan  

sebagian besar trotoar 

memiliki ujung curam tanpa 

akses landai 

3 Guiding Block 

(Jalur 

Pemandu) 

Wajib disediakan di jalur 

utama, dan fasilitas umum 

Tidak tersedia guiding block 

di seluruh ruas jalan 

4 Dot Tactile 

Aluminium 

Wajib di titik temu jalan, 

persimpangan, dan lain 

sebagainya 

Tidak ditemukan di seluruh 

ruas jalan 

5 Drop Zone / 

Lapak Tunggu 

Tempat berhenti aman dan 

nyaman bagi penyandang 

disabilitas fisik 

Tidak tersedia zona khusus 

lapak tunggu 

6 Portal S / 

Pembatas 

Akses Motor 

Wajib untuk mencegah 

kendaraan memasuki jalur 

pejalan kaki 

Tidak tersedia sehingga 

sepeda motor sering 

menggunakan jalur trotoar 

bahkan menjadi tempat 

parkir kendaraan 

7 Papan 

Informasi 

Informasi posisi, arah, dan 

peringatan harus tersedia di 

titik strategis 

Tidak tersedia papan 

informasi atau rambu untuk 

disabilitas fisik 

8 Penerangan 

Jalan 

Pencahayaan yang cukup 

untuk kenyamanan dan 

keamanan pejalan kaki 

Beberapa titik gelap atau 

kurang pencahayaan 

9 Permukaan 

Trotoar 

Permukaan harus rata, tidak 

licin, tidak rusak, bebas 

halangan atau penggunaan 

yang tidak semestinya 

Banyak trotoar rusak, 

berlubang, digunakan untuk 

berdagang dan parkir 

kendaraan roda dua atau 

lebih 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar komponen fasilitas 

pejalan kaki di Jalan Kalimantan tidak memenuhi standar teknis. Hal ini 
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memperkuat temuan bahwa pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya terkait 

aksesibilitas jalan, belum memenuhi ketentuan normatif maupun teknis. 

3. Hasil Wawancara 

Untuk memperoleh data primer yang relevan dalam mengkaji 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018, 

penulis melakukan wawancara dengan tiga pihak kunci, yaitu: Dinas 

Perhubungan Kabupaten Cilacap, Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Cilacap, dan perwakilan dari komunitas penyandang disabilitas 

fisik. 

a. Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap 

Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2025 dengan pejabat 

penelaah teknis kebijakan Dishub Kabupaten Cilacap. Dari hasil 

wawancara, diperoleh informasi sebagai berikut: 

“Memang benar Dishub adalah pelaksananya mas, tapi faktor 

fasilitas belum tersedia di lokasi tersebut karena terkendala 

anggaran. Selama ini Dishub bertindak setelah ada aduan dari 

masyarakat saja” 

(Wawancara Ibu Yulianggi Trisya Pramesti dengan Pejabat 

penelaah teknis kebijakan Dishub Kabupaten Cilacap, 25 Mei 

2025) 

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif 

kewenangan sudah jelas, implementasi perda masih bersifat pasif, serta 

belum didukung oleh penganggaran yang terencana secara khusus untuk 

penyediaan perlengkapan jalan bagi penyandang disabilitas. 
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b. Wawancara dengan Bagian Hukum Setda Cilacap 

Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Mei 2025 dengan salah satu 

pejabat fungsional pada bagian hukum. Narasumber menyampaikan: 

“Kami di bagian hukum Setda hanya pada batas mengatur dari sisi 

regulasi. Untuk hal teknis dan lain sebagainya, silahkan tanyakan 

sepenuhnya pada yang punya kewenangan yaitu Dishub.” 

(Wawancara dengan Bapak Yan Hardian Syah Pejabat Bagian 

Hukum Setda Cilacap Bidang Bantuan Hukum, 27 Mei 2025) 

 

Pernyataan ini mengindikasikan adanya pembagian peran yang 

cenderung tidak saling terhubung, tanpa mekanisme koordinasi yang 

tegas dalam pelaksanaan teknis perda di lapangan. 

c. Wawancara dengan Komunitas Penyandang Disabilitas Fisik. 

Wawancara dilakukan dengan Ketua PPDI Kabupaten Cilacap. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“Kami sebagai penyandang disabilitas sangat membutuhkan trotoar 

ramah disabilitas itu. Bisa dilihat sendiri hampir semua jalan di 

Cilacap tidak ada trotoar yang dukung ke kita, ini jelas sulit banget 

buat kita mas” 

(Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti Ketua PPDI 

Kabupaten Cilacap, 9 Januari 2025) 

 

Temuan ini memperkuat kesenjangan antara substansi regulasi dengan 

kondisi nyata, di mana masyarakat disabilitas belum menikmati hak 

akses yang seharusnya dijamin pemerintah daerah. 

Untuk memperjelas substansi wawancara yang dilakukan, berikut 

disajikan tabel yang merangkum hasil tanggapan dari masing-masing 

narasumber: 

No Narasumber Instansi/Jabatan Isi Wawancara Makna 

1. 
Ibu Yulianggi 

Trisya 

Dinas 

Perhubungan / 

“Memang benar 

Dishub adalah 

Pelaksanaan 

perda bersifat 
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Pramesti Penelaah Teknis 

Kebijakan 

pelaksananya mas, 

tapi faktor fasilitas 

belum tersedia di 

lokasi tersebut 

karena terkendala 

anggaran. Selama 

ini Dishub 

bertindak setelah 

ada aduan dari 

masyarakat saja.” 

pasif, 

tergantung 

aduan; 

menunjukkan 

lemahnya 

perencanaan 

dan inisiatif 

awal. 

2. 
Bapak Yan 

Hardian Syah 

Bagian Hukum 

Setda / Pejabat 

Bagian Hukum 

Setda Bidang 

Bantuan Hukum 

“Kami di bagian 

hukum Setda hanya 

pada batas 

mengatur dari sisi 

regulasi. Untuk hal 

teknis dan lain 

sebagainya, 

silahkan tanyakan 

sepenuhnya pada 

yang punya 

kewenangan yaitu 

Dishub” 

Koordinasi 

antar OPD 

minim, 

pelaksanaan 

teknis tidak 

dikawal secara 

struktural. 

3. 

Ibu Sri 

Wahyuningsih 

Yulianti 

Persatuan 

Penyandang 

Disabilitas 

Indonesia / Ketua 

Umum Cabang 

Kabupaten 

Cilacap 

“Kami sebagai 

penyandang 

disabilitas sangat 

membutuhkan 

trotoar ramah 

disabilitas itu. Bisa 

dilihat sendiri 

hampir semua jalan 

di Cilacap tidak ada 

trotoar yang dukung 

ke kita, ini jelas 

sulit banget buat 

kita mas” 

Bukti bahwa 

perda tidak 

berdampak 

langsung 

terhadap 

kelompok 

sasaran; hak 

akses belum 

terpenuhi. 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa meskipun secara normatif 

perda telah mengatur kewajiban penyediaan perlengkapan jalan yang inklusif, 

namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala yang 

bersifat struktural maupun teknis. 
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B. Pembahasan 

1. Kebijakan penyediaan perlengkapan jalan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2018 bagi penyandang disabilitas fisik pada Jalan Kalimantan 

Kabupaten Cilacap. 

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan merupakan bentuk pengaturan daerah yang 

berfungsi sebagai landasan hukum pelaksanaan urusan wajib pelayanan 

dasar, salah satunya dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi. 

Pada Pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No 6 

tahun 2018 menyebutkan setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas 

umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:  

a. Rambu lalu lintas; 

b. Marka jalan; 

c. Alat pengatur lalu lintas; 

d. Alat penerangan Jalan; 

e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan; 

f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan; 

g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan 

h. Fasilitas yang mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan baik di 

dalam maupun di luar jalan. 

Ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa penyediaan 

perlengkapan jalan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai 

bentuk pelayanan publik. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa 
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rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengatur lalu lintas dan alat penerangan 

jalan sudah terealisasi namun pada poin g yang menyangkut penyediaan 

fasilitas jalan bagi penyandang disabilitas fisik tidak tersedia. 

Dalam Pasal 11 ayat 1 huruf g yang menyebutkan bahwa:
72

 

“Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib 

dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: ... (g) fasilitas untuk 

sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.” 

 

Kewajiban tersebut menunjukkan komitmen normatif Pemerintah 

Daerah dalam mewujudkan aksesibilitas infrastruktur jalan yang inklusif 

bagi seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Norma ini juga 

sejalan dengan Pasal 28H ayat 2 UUD 1945, yang menegaskan bahwa:
73

 

“Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan 

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 

guna mencapai persamaan dan keadilan”  

 

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas secara eksplisit mengatur tanggung jawab 

pemerintah daerah dalam menyediakan aksesibilitas pada fasilitas publik.
74

 

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui 

observasi dan wawancara, ketentuan normatif tersebut belum 

diimplementasikan secara nyata di Jalan Kalimantan Kabupaten Cilacap. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa trotoar di ruas tersebut tidak dilengkapi 

dengan guiding block, jalur landai (ramp), zebra cross yang ramah 

disabilitas, maupun rambu atau petunjuk arah yang dapat membantu 
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 Pasal 11 ayat 1 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 

Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kabupaten Cilacap. 
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 Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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 Pasal 18-20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
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mobilitas penyandang disabilitas. Bahkan sebagian besar trotoar digunakan 

sebagai lahan parkir, atau terhalang tiang dan pohon, yang justru 

menimbulkan risiko keselamatan bagi pejalan kaki dan kelompok rentan. 

Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara dengan pejabat Dinas 

Perhubungan Kabupaten Cilacap, Yulianggi Trisya Pramesti menyatakan 

bahwa hingga saat ini, belum terdapat aturan teknis yang secara khusus 

diarahkan pada pembangunan perlengkapan jalan ramah disabilitas, 

sehingga menimbulkan persoalan keterlambatan pelaksanaan perda. 

Sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Yulianggi Trisya Pramesti bahwa: 

“Secara aturan memang sudah tertuang dalam perda, tapi untuk 

pelaksanaannya kami belum punya program yang spesifik. Jadi 

belum ada pembahasan alokasi anggaran dan juga belum ada teknis 

pelaksanaannya.”
75

 

 

Bagian Hukum Setda Cilacap juga menyampaikan bahwa tugas 

mereka terbatas pada perumusan regulasi dan tidak turut dalam pengawasan 

implementasi teknis. Seperti disampaikan oleh Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kabupaten Cilacap, yang menyampaikan bahwa pihaknya hanya 

berwenang dalam penyusunan regulasi, bukan pelaksana teknis. Berikut 

pernyataannya: 

“Kami menyusun naskah peraturan sesuai dengan kebutuhan 

daerah dan masukan dari OPD Kabupaten Cilacap. Untuk 

pelaksanaan, itu sepenuhnya wewenang dinas terkait. Sampai saat 

ini, belum ada laporan atau tindak lanjut teknis dari perda itu 

terkait fasilitas disabilitas.”
76

 

 

Bila dianalisis lebih lanjut, kondisi ini mencerminkan adanya 
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kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya terjadi berdasarkan 

norma) dan das sein (apa yang terjadi di lapangan). Menurut seorang ahli 

sosiologi hukum bernama Soerjono Soekanto, efektivitas suatu peraturan 

hukum sangat ditentukan oleh faktor-faktor seperti hukum itu sendiri, 

penegak hukum, sarana dan fasilitas , masyarakat, serta budaya kesadaran 

hukum masyarakat.
77

 Ketidaksiapan birokrasi dan minimnya penganggaran 

menjadi penyebab utama macetnya pelaksanaan perda. 

Secara administratif, perda ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk 

regeling, yakni peraturan umum yang mengikat secara luas. Namun, karena 

tidak diikuti oleh tindakan konkret seperti penyusunan SOP, surat 

keputusan, atau realisasi anggaran yang mana termasuk dalam kategori 

beschikking. Ketetapan atau keputusan pemerintahan yang memiliki istilah 

beschikking merupakan instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah 

dalam mewujudkan suatu tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan,
78

 

Dengan demikian, Perda Kabupaten Cilacap No. 6 Tahun 2018 mengalami 

penurunan efektivitas, khususnya pada Pasal 11 ayat (1) huruf g. Dalam 

perspektif Hukum Administrasi Negara, ketiadaan implementasi atas 

fasilitas disabilitas fisik menunjukkan bahwa norma tersebut belum mampu 

menimbulkan kepatuhan administratif dan ketiadaan peraturan pelaksana 

seperti Peraturan Bupati juga memperkuat kesan bahwa perda ini belum 

mampu dioperasionalkan secara substantif untuk menjawab kebutuhan 
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aksesibilitas terhadap kelompok penyandang disabilitas fisik. 

Untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan daerah, 

penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang 

dikembangkan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel 

utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur 

birokrasi.
79

 

Dalam konteks implementasi Pasal 11 ayat (1) huruf g Perda No. 6 

Tahun 2018 di Jalan Kalimantan Kabupaten Cilacap, keempat variabel ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Komunikasi 

Komunikasi yang dimaksud dalam konteks implementasi kebijakan 

adalah keterpahaman, kejelasan, serta konsistensi informasi yang 

disampaikan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana. Dalam penelitian 

ini, ditemukan bahwa tidak ada sosialisasi khusus atau pembinaan teknis 

terhadap implementasi pasal terkait perlengkapan jalan untuk 

penyandang disabilitas. Bahkan, wawancara dengan Dinas Perhubungan 

menyebutkan bahwa perda baru ditindaklanjuti jika ada aduan dari 

masyarakat, bukan melalui rencana strategis yang dirancang sejak awal. 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa komunikasi antara perancang 

kebijakan yakni Bagian Hukum dan pelaksana teknis yaitu Dishub masih 

lemah. Padahal, menurut Edward III, kegagalan dalam menyampaikan 
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maksud kebijakan akan berdampak langsung pada rendahnya tingkat 

pelaksanaan
80

 

b. Sumber Daya 

Sumber daya mencakup staff, informasi, wewenang, dan fasilitas 

yang dibutuhkan pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Dinas 

Perhubungan secara eksplisit menyatakan bahwa mereka belum memiliki 

alokasi anggaran khusus untuk penyediaan alat perlengkapan jalan yang 

ramah disabilitas. Selain itu, tidak ditemukan dokumen teknis atau SOP 

yang menjadi acuan pelaksanaan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah 

tersedia, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, implementasi 

tidak dapat dijalankan secara optimal.
81

 

c. Disposisi Pelaksana 

Disposisi merujuk pada komitmen, kemauan, dan tanggung jawab 

pelaksana dalam mewujudkan kebijakan. Dari hasil wawancara, 

diketahui bahwa pelaksana bersikap pasif, serta belum menunjukkan 

keberpihakan yang kuat terhadap kelompok disabilitas sebagai penerima 

manfaat. Pernyataan dari Dishub yang menyatakan bahwa bertindak jika 

terdapat aduan menunjukkan bahwa disposisi pelaksana cenderung 

menunggu, bukan merancang secara aktif sebagai pemenuhan hak 

kelompok disabilitas. 
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Padahal menurut Edward III, pelaksana yang tidak memahami nilai-

nilai dalam kebijakan akan cenderung menjalankannya setengah hati atau 

bahkan mengabaikannya.
82

 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi dan prosedur yang jelas menjadi syarat 

pelaksanaan kebijakan yang efektif. Namun, penelitian ini menemukan 

bahwa tidak terdapat mekanisme pelaporan, penugasan formal, maupun 

koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan perda, khususnya terkait 

penyediaan perlengkapan jalan. Bagian Hukum hanya menyusun 

normanya, sedangkan Dishub mengeksekusi tanpa pengawasan yang 

jelas. 

Minimnya struktur pendukung ini memperkuat kegagalan 

implementasi, sebagaimana disebutkan Edward III, bahwa kebijakan 

tidak akan berjalan tanpa sistem birokrasi yang menunjang secara teknis 

dan administratif.
83

 

Berdasarkan analisis terhadap empat variabel implementasi 

kebijakan menurut George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2018, khususnya Pasal 11 ayat (1) huruf g, 

belum berjalan secara optimal. Hambatan utama terletak pada lemahnya 

komunikasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, rendahnya disposisi 

pelaksana, serta tidak adanya struktur birokrasi pendukung yang jelas. 
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Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), keberadaan 

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan 

di Kabupaten Cilacap merupakan bentuk dari tindakan hukum publik dalam 

kategori regeling, yaitu produk hukum yang bersifat umum, abstrak, dan 

berlaku ke depan untuk masyarakat luas. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Philipus M. Hadjon, tindakan administrasi negara dibedakan ke dalam dua 

bentuk pokok: regeling dan beschikking, di mana regeling merupakan 

ketentuan normatif yang berlaku umum, dan beschikking adalah keputusan 

konkret yang bersifat individual dan kasuistis.
84

 

Dalam hal ini, Perda No. 6 Tahun 2018, khususnya pasal 11 ayat (1) 

huruf g, telah menetapkan secara normatif bahwa setiap jalan wajib 

dilengkapi dengan perlengkapan jalan termasuk fasilitas bagi pejalan kaki 

dan penyandang cacat. Ketentuan ini adalah contoh dari regeling, yang 

seharusnya kemudian ditindaklanjuti oleh peraturan pelaksana dan 

tindakan administratif berbentuk beschikking, seperti halnya surat 

keputusan teknis pengadaan fasilitas aksesibilitas oleh Dishub, penetapan 

lokasi pembangunan melalui SK dinas terkait serta dokumen perencanaan 

kegiatan atau anggaran (DPA). 

Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat Peraturan Bupati sebagai peraturan 

pelaksana dan keputusan pejabat tata negara (beschikking) dalam bentuk 

konkret dari Perda tersebut. Tidak ada keputusan administratif, program 
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kerja, atau implementasi teknis dari isi normatif perda yang dapat 

memastikan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas benar-benar 

diwujudkan di lapangan, khususnya di Jalan Kalimantan Kabupaten 

Cilacap. 

Kondisi ini mencerminkan bahwa fungsi administratif pemerintah 

daerah belum berjalan, sehingga keberadaan perda sebagai regeling 

bersifat kosong secara administratif. Ini bertentangan dengan prinsip 

dalam Hukum Administrasi Negara bahwa suatu norma hukum akan 

berjalan apabila dilaksanakan melalui tindakan nyata oleh bagian negara.
85

 

Dari segi tanggung jawab administratif, Dishub dan UPTD 

Penerangan Jalan Umum dan Perlengkapan Jalan Kelas A yang disebut 

dalam Perbup Cilacap No. 46 Tahun 2023, seharusnya menjadi subjek 

administratif yang melaksanakan norma Perda tersebut. Kegagalan dalam 

menindaklanjuti perda menunjukkan terputusnya mata rantai administratif 

antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis, yang pada akhirnya 

berdampak pada pembiaran pelanggaran hak aksesibilitas. 

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

Peraturan Daerah menempati posisi di bawah Undang-Undang dan 

Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten 

Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan 
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harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Adapun Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 46 Tahun 2023 

tidak secara khusus mengatur implementasi teknis dari Perda No. 6 Tahun 

2018, melainkan hanya menetapkan struktur kelembagaan, kedudukan, 

dan fungsi unit pelaksana teknis daerah (UPTD), termasuk UPTD 

Penerangan Jalan Umum dan Perlengkapan Jalan Kelas A yang berada di 

bawah Dinas Perhubungan. Dengan demikian, substansi Perbup tersebut 

hanya bersifat administratif organisasi, bukan substantif normatif. 

Ketiadaan pengaturan teknis dalam Perbup tersebut terkait 

penyediaan fasilitas aksesibilitas menyebabkan implementasi Perda No. 6 

Tahun 2018 menjadi kurang efektif. Hal ini diperparah dengan tidak 

adanya ketentuan operasional yang rinci di dalam Perda itu sendiri, 

padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menekankan 

perlunya upaya sistematis untuk menjamin aksesibilitas bagi penyandang 

disabilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi pelaksana tambahan, baik 

dalam bentuk Perbup sebagai peraturan pelaksana maupun petunjuk 

operasional dari OPD terkait, agar koordinasi antar unit dapat berjalan 

optimal dan prinsip keselarasan antarlevel regulasi dapat terjaga. 

Dalam kerangka hukum administrasi negara, suatu negara tidak 

hanya berkewajiban mengeluarkan regeling atau aturan, tetapi juga 
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menjamin pelaksanaan peraturan melalui beschikking. Ketiadaan fasilitas 

bagi disabilitas di Jalan Kalimantan adalah pelanggaran hukum secara 

pasif, yakni kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban 

administratifnya untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil dan 

merata. 

2. Tinjauan Maṣlaḥaḥ mengenai kebijakan penyediaan perlengkapan jalan bagi 

penyandang disabilitas fisik pada Jalan Kalimantan Kabupaten Cilacap 

dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 

Konsep Maṣlaḥaḥ dalam hukum Islam merupakan salah satu fondasi 

penting dalam penetapan dan implementasi kebijakan publik yang 

berpihak pada kemanusiaan. Maṣlaḥaḥ secara etimologis berarti segala 

sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan. Secara 

istilah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Maṣlaḥaḥ adalah segala 

sesuatu yang dapat menjaga lima tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan 

terhadap agama, perlindungan jiwa, menjaga akal, perlindungan 

keturunan, dan menjaga harta.
86

 

Dalam konteks implementasi Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan 

Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018, yang mengatur 

kewajiban penyediaan perlengkapan jalan termasuk untuk penyandang 

disabilitas, temuan penelitian menunjukkan bahwa fasilitas tersebut tidak 

tersedia di Jalan Kalimantan. Tidak adanya guiding block, ramp, atau 
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zebra cross yang ramah disabilitas menunjukkan bahwa hak mobilitas dan 

keselamatan bagi penyandang disabilitas belum dijamin secara nyata. 

Berdasarkan klasifikasi yang disampaikan oleh Al-Syatibi, kondisi 

ini dapat dikategorikan sebagai Maṣlaḥaḥ dalam tingkatan ḥājiyyah, yaitu 

sesuatu yang mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan 

yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesusahpayahan.
87

 

Penyediaan fasilitas jalan yang aman, setara, dan mudah diakses bukan 

hanya persoalan teknis, tetapi termasuk dalam kewajiban syariat untuk 

mencegah kesempitan dan memberikan kemudahan hidup bagi kelompok 

rentan secara adil dan bermartabat. 

Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur‟an QS. Al-Ma‟idah ayat 32.
88

 

ًٗ نَوْ قَتَلَ جَفْصًاۢ ةغَِيِْْ جَفْسٍ اوَْ فصََادٍ فِِ  اۤءيِلَْ اىََّ نِوْ اجَْلِ ذلٰكَِ ۛ لَتَبيَْا عََلٰ ةنَِْٓ اسَِْْ
ا فكَََجََّهَآ احَْيَا النَّاسَ جََيِعًْاۗ وَلقََدْ  ٌَ الَْْرضِْ فكَََجََّهَا قَتَلَ النَّاسَ جََيِعًْاۗ وَنَوْ احَْيَا

مْ رُ  ٍُ َْنَ شُليَُا ةاِلَْْيّيِتِٰ ثُمَّ انَِّ جَاۤءَتْ مْ بَعْدَ ذلٰكَِ فِِ الَْْرضِْ  لهَُسْْفُِ ٍُ ا نِّيْ  لَثيًِْْ

 

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil 

bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang 

dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat 

kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua 

manusia.
 
Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang 

manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua 

manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang 

kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 

jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu 

melampaui batas di bumi.” 

 

                                                 
87

 Devid Frastiawan Amir Sup, “Konsep Dasar Maslahah Di Dalam Islam: Dari Hifz Al-

Din Hingga Hifz Al-Mal” Hlm 56. 
88

 Kementerian Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Qs. 

AL-Maidah Ayat 32. 



88 

 

 

 

Ayat tersebut memberikan dasar bahwa upaya penyelamatan jiwa, 

termasuk melalui fasilitas publik yang aman dan layak, merupakan bagian 

dari misi kemanusiaan Islam yang luhur. 

Lebih lanjut, Rasulullah SAW bersabda:
89

 

ارَ  رَ وَلَْ ضََِ   لَْ ضَََ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri 

dan orang lain. (HR. Ibn Majah)” 

 

Hadis ini mengandung prinsip dasar bahwa segala bentuk 

kemudaratan harus dicegah. Maka, jika penyandang disabilitas dibiarkan 

berada dalam situasi yang membahayakan jiwa akibat ketiadaan fasilitas 

jalan, maka itu bertentangan langsung dengan prinsip hukum Islam. 

Jika ditinjau dari klasifikasi Maṣlaḥaḥ berdasarkan status hukum 

syar’i, maka penyediaan perlengkapan jalan bagi penyandang disabilitas 

fisik termasuk juga dalam kategori Maṣlaḥaḥ mu’tabarah, meskipun tidak 

disebutkan secara eksplisit dalam nash, prinsip penyelamatan dan 

pemberdayaan penyandang disabilitas sesuai dengan nilai-nilai dasar 

syariat Islam sebagaimana terdapat dalam maqāṣid al-syarīʻah. 

Di sisi lain, dalam kerangka hukum Islam, relevansi maṣlaḥah juga 

dapat dipertegas melalui penerapan berbagai kaidah fikih yang memiliki 

kesatuan prinsip dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah 

kemudaratan. Beberapa kaidah yang relevan antara lain: 

رُ ٱ َ  يزَُاُ   لضَّّ
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"Segala bentuk bahaya harus dihilangkan."
90

 

Kenyataan kondisi lapangan menunjukkan bahwa kondisi fasilitas 

perlengkapan jalan di Jalan Kalimantan Cilacap belum sepenuhnya 

memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik. Hal ini 

tentu menimbulkan risiko keselamatan dan menghambat mobilitas mereka. 

Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah ini, pemerintah daerah memiliki 

kewajiban untuk menghilangkan segala bentuk potensi bahaya tersebut 

melalui perbaikan dan penyediaan perlengkapan jalan yang ramah 

disabilitas. 

Selain kewajiban untuk menghilangkan bahaya sebagaimana 

tercermin dalam kaidah tersebut, Islam juga menekankan pentingnya 

memberikan kemudahan bagi kelompok masyarakat yang mengalami 

kesulitan tertentu. Prinsip ini sejalan dengan kaidah berikutnya yaitu: 

ةُ ٱ لتَّيصِْيَْ ٱتََلْبُِ  لهَْشَقَّ  

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”
91

 

 

Kaidah ini menegaskan bahwa kelompok masyarakat yang 

mengalami kesulitan khusus, seperti penyandang disabilitas fisik, berhak 

memperoleh kemudahan dalam akses fasilitas publik. Dalam hal ini, 

pemerintah dituntut untuk memberikan kemudahan melalui pengadaan 

fasilitas seperti guiding block, jalur landai atau ramp, dan marka jalan 

khusus disabilitas. 

                                                 
90

 Duski Ibrahim, Al-Qawa`Id Al-Fikihiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) Hlm 78. 
91

 Duski Ibrahim, Al-Qawa`Id Al-Fikihiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)  Hlm 68. 



90 

 

 

 

Melalui penerapan kaidah-kaidah fikih tersebut, semakin jelas bahwa 

kebijakan penyediaan perlengkapan jalan bagi penyandang disabilitas fisik 

merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam rangka mewujudkan 

kemaslahatan umum. Kaidah fikih dan maṣlaḥaḥ memiliki hubungan yang 

erat dan saling melengkapi, Dengan kata lain, kaidah fikih menjadi media 

penting dalam mewujudkan Maṣlaḥaḥ dalam bentuk kebijakan, khususnya 

dalam pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. 

Selain itu, dalam kerangka siyāsah syar’iyyah, pemerintah memiliki 

tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan publik melalui tindakan 

nyata. Oleh karena itu, ketidakhadiran perlengkapan jalan yang ramah 

disabilitas merupakan bentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban 

negara, dan secara syar’i termasuk dalam kategori pengabaian terhadap 

kemaslahatan umum. 

Dengan demikian, kebijakan yang tidak dijalankan secara substantif 

dan hanya berhenti pada level normatif belum mencerminkan pemenuhan 

terhadap prinsip Maṣlaḥaḥ dalam Islam. Pemerintah daerah berkewajiban 

menjamin aksesibilitas yang adil dan aman bagi seluruh warganya, 

khususnya kelompok rentan, sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai 

Maqāṣid al-syarīʻah dalam kehidupan bernegara.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan beberapa poin berikut: 

1. Kebijakan penyediaan perlengkapan jalan bagi penyandang disabilitas fisik 

di Jalan Kalimantan Kabupaten Cilacap, sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018, belum 

terlaksana secara efektif. Hasil observasi menunjukkan masih terdapat 

keterbatasan fasilitas aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan 

penyandang disabilitas, seperti belum tersedianya guiding block, ramp, dan 

masih banyak kerusakan trotoar yang menghambat aksesibilitas penyandang 

disabilitas fisik. Secara hukum administrasi, Perda No. 6 Tahun 2018 Pasal 

11 ayat 1 poin (g) merupakan bentuk regeling yang belum diikuti oleh 

peraturan pelaksana berupa Peraturan Bupati sehingga terjadi kekosongan 

keputusan administratif. Hal ini menyebabkan Perda hanya bersifat 

mengatur tanpa dilaksanakan sehingga pemenuhan hak penyandang 

disabilitas belum terpenuhi. 

2. Berdasarkan perspektif Maṣlaḥaḥ, kebijakan penyediaan perlengkapan jalan 

bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Cilacap termasuk dalam 

kategori Maṣlaḥaḥ muʿtabarah, karena secara substansi selaras dengan 

prinsip-prinsip utama maqāṣid syarīʿah. Kebijakan tersebut mendukung 

perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), serta mengakomodasi hak-hak dasar kaum 
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disabilitas untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam mobilitas 

di ruang publik. Berdasarkan tingkatan kepentingannya, penyediaan fasilitas 

aksesibilitas ini tergolong dalam Maṣlaḥaḥ ḥājiyyah, karena penyediaan 

fasilitas jalan yang aman, setara, dan mudah diakses bukan hanya persoalan 

teknis, tetapi termasuk dalam kewajiban syariat untuk mencegah kesempitan 

dan memberikan kemudahan hidup bagi kelompok rentan secara adil dan 

bermartabat. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap, khususnya Dinas Perhubungan dan 

Unit Pelaksana Teknis terkait, disarankan untuk segera melakukan langkah-

langkah strategis dalam meningkatkan implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2018. Langkah tersebut dapat dimulai dengan penyusunan 

peraturan pelaksana teknis yang lebih rinci, seperti Peraturan Bupati atau 

petunjuk teknis operasional (SOP) terkait penyediaan fasilitas perlengkapan 

jalan bagi penyandang disabilitas fisik. Proses sosialisasi kebijakan juga 

perlu diperluas, agar pelaksana teknis di lapangan memahami sepenuhnya 

tanggung jawab dan standar pelayanan minimal terkait aksesibilitas. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan 

ruang lingkup yang lebih luas, baik dalam aspek lokasi penelitian maupun 

pendekatan teori yang digunakan. Penelitian dapat diperluas ke wilayah lain 

di Kabupaten Cilacap atau kabupaten/kota lain untuk melihat perbandingan 
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implementasi kebijakan serupa. Selain itu, peneliti berikutnya juga dapat 

mengkaji lebih dalam aspek hukum Islam secara spesifik, misalnya dengan 

meneliti jenis-jenis maṣlaḥah secara lebih komprehensif.
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